SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN PAMEKASAN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Pamekasan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara
berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang,
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan
serta karakteristik wilayah, isu-isu strategis dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis perlu disusun Rencana Tata
Ruang Wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat,
maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan
lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor
20 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;

d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26
tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu adanya
penyesuaian terhadap peraturan tersebut yang
dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pamekasan; dan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, ¢ dan d, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

Undang-Undang Nomor S Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam  Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4327);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun  2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3934);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang
Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4242);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang
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Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5004);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5097);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5098);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman
Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5116);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang
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65.
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70.
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74.

75.

Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5154);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5230);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Kebijakan Energi Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung  untuk
Penambangan Bawah Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011—2025;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan
Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun
2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan
Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025
(Lembaran ;//Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun



2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2); dan

76. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2012 - 2032

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

oasw

Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan RI dan berada
di Daerah.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budidaya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintahan lain dalam penataan ruang.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan
Ruang di Kabupaten Pamekasan dan mempunyai fungsi pemabantu
pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi pentaan ruang di daerah.
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan
hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan
ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan
masyarakat.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan
penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya
disingkat RTRW Kabupaten Pamekasan adalah hasil perencanaan tata
ruang wilayah Kabupaten Pamekasan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.

Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah Daerah yang meliputi ruang
daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Pengembangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah struktur
ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada
tingkat wilayah.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan
laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang
berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi
serta air tanah.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta
di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel;

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkhi
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan
memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan.

Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah
beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak
beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan
pengembangan tanaman pangan.

Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial
untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara
monokultur maupun tumpang sari.
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi
untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan
atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus
diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan
komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan,
hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan
hulu sampai hilir.

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan
untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi
kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan
bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan
wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-
usaha yang terkait di bidang tersebut.

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang memiliki
sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas
berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya
seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan
umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik diwilayah
darat maupun perairan.

Kawasan Strategis Provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi,
sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi,
sosial, budaya dan/atau lingkungan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau
ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem ekosistem berupa hamparan
lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani
hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan
ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-
kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

ol.

62.

63.

64.

65.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan
akhir sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut
dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi
pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut
dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan
jangkauan pelayanan antar provinsi;

Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah
Kabupaten/Kota atau beberapa Kecamatan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi.

Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan untuk di kemudian hari
ditetapkan sebagai PKL, yang selanjutnya disingkat PKLp adalah PKL
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
Kecamatan atau beberapa Desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah
pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
Desa.

Energi baru dan terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh
teknologi baru.
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06.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Energi terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan dari
sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat
berkelanjutan jika dikelola dengan baik.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi
kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan
generasi mendatang.

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan ekosistem untuk
mendukung  kehidupan = organisme secara  sehat sekaligus
mempertahankan produktifitas, kemampuan adaptasi dan kemampuan
memperbaharui diri.

Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain
yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung
maupun tidak langsung.

Kawasan pertahanan Negara adalah wilyah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk petahanan.

Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air
dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil
yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km?2.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.

Pasal 2

Ruang lingkup dan muatan RTRW, meliputi :

IR NN

visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
rencana struktur ruang wilayah;

rencana pola ruang wilayah;

penetapan kawasan strategis wilayah;

arahan pemanfaatan ruang wilayah;

arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;dan

hak, kewajiban dan peran serta masyrakat dalam penataan ruang.

14



BAB II
ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Asas

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten Pamekasan dislenggarkan asas
keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan,
keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaam dan
kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukun dan
keadilan, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam lingkup Kabupaten dan
kaitannya dengan Propinsi Jawa Timur dan daerah otonom sekitar yang
berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Visi dan Misi Penataan Ruang

Pasal 4

Visi penataan ruang Kabupaten Pamekasan adalah” Terwujudnya ruang
wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan sumber daya berbasis
agropolitan dan minapolitan secara berkelanjutan dan berdaya saing
regional”.

Pasal 5

Misi Penataan Ruang adalah :

1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan guna mendorong
percepatan terbentuknya kawasan agropolitan dan minapolitan;

2. Mewujudkan pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dalam
meningkatkan daya saing wilayah;

3. Mewujudkan keseimbangan pola ruang lindung dan budidaya guna
mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan
tata ruang

Bagian Ketiga
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan penataan ruang Kabupaten Pamekasan yaitu mewujudkan ruang
wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber
daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan,
perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara
harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan.
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(1)

(2)

Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 disusun kebijakan dan strategi penataan
ruang wilayah.

Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi :

a. pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan secara berjenjang
dalam mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah;

b. penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi
untuk lebih mendorong investasi produktif berbasis pertanian,
peternakan, perkebunan dan perikanan;

c. pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program
pembangunan berkelanjutan;

d. pengembangan kawasan budidaya berbasis sumberdaya alam dan
pengembangan agropolitan; dan

e. peningkatan fungsi kawasan untuk petahanan dan keamanan
Negara.

Pasal 8

Strategi untuk mengembangkan sistem perkotaan dan perdesaan secara
berjenjang dalam mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah
pada pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :

a.

b.

meningkatkan interaksi antara pusat pelayanan dengan kawasan sekitar
(hinterland);

mengembangkan fasilitas sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan
kemampuan pelayanan terhadap wilayah perkotaan; dan
mengembangkan sistem perdesaan melalui pengembangan kawasan
agropolitan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pasal 9

Strategi untuk penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan
interkoneksi untuk lebih mendorong investasi produktif berbasis pertanian,
peternakan, perkebunan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (2) huruf b meliputi :

a.

mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk
menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman
perdesaan sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah;

. meningkatkan akses terhadap kegiatan-kegiatan produksi pertanian

yang didukung oleh sarana prasarana pertanian pada kawasan-kawasan
potensial;

mengembangkan sistem penyediaan sumber daya energi untuk
meningkatkan pelayanan listrik dalam mendukung pengembangan
ekonomi wilayah;

meningkatkan ketersediaan sumber daya air dalam menunjang
pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; dan
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€.

mengoptimalkan penanganan dan pemanfaatan sampah organik dalam
menunjang pengembangan pertanian melalui sistem composting.

Pasal 10

Strategi untuk memantapkan fungsi lindung dalam mendukung program
pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2)
huruf ¢ meliputi :

a.

memantapkan fungsi kawasan dengan memperbaiki dan meningkatkan
fungsi lindung pada daerah yang mempunyai potensi sebagai kawasan
resapan air melalui rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang
mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan
mampu meresapkan air;

. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya

konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan membatasi dan
mencegah aktifitas perusakan, pengendalian pencemaran dan
meningkatkan upaya konservasi sungai dan mata air serta
merehabilitasi ekosistem yang rusak;

membatasi dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan
dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan mata air;
mempertahankan fungsi lindung pada kawasan berhutan bakau,
disertai perlindungan pengembangan nilai budaya masyarakat lokal
dengan prinsip-prinsip keterpaduan pembangunan; dan

melakukan pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
secara lintas wilayah.

Pasal 11

Strategi untuk mengembangkan kawasan budidaya berbasis sumber daya
alam dan pengembangan agropolitan, sebagaimana dimaksud dalam pada
pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

a.

mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi,
produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian
serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian berserta
penguatan lembaga pendukungnya;

. mempertahankan luasan pertanian lahan basah secara keseluruhan

tidak boleh berkurang dan saluran irigasi tidak boleh diputus;
mengembangkan potensi pertanian melalui pengembangan kawasan
agropolitan;

meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk
peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan
standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan;
mengembangkan usaha pengolahan produk-produk pertanian melalui
peningkatan teknologi yang ramah lingkungan,;

mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan melalui
peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai
tambah produk perkebunan di setiap wilayah serta pengoptimalan
pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perkebunan; dan
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g.

meningkatan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi, daya
saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk
sentra pengolah hasil ikan wuntuk mendukung pengoptimalan
pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Pasal 12

Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan
Keamanan Negara, sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e,
meliputi :

a.

b.

d.

mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi
khusus Pertahanan dan Keamanan;

mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan
disekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan
dan Kemanan;

mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak
terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan
budidaya terbangun; dan

menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 13

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten diwujudkan berdasarkan
arahan pengembangan sistem perdesaan, arahan pengembangan sistem
perkotaan, serta rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Bagian Kedua
Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan
Pasal 14

(1) Penetapan kawasan perkotaan yang ada di kabupaten, meliputi kawasan

perkotan 13 (tiga belas) kawasan perkotaan, dengan rincian 1 (satu)
kawasan sebagai ibukota kabupaten dan 12 (dua belas) lainnya sebagai
ibukota kecamatan

(2) Penetapan kawasan perdesaaan yang ada di kabupaten sebagaimana

tercantum dalam Lampiran [.A, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Sistem Perdesaan
Pasal 15

Pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,
meliputi:

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

pengembangan kawasan agropolitan sebagai alternatif pembangunan
perdesaan melalui keterkaitan kawasan perkotaan dan perdesaan untuk
meningkatkan perkembangan kawasan perdesaan; dan

pengembangan  wilayah  perdesaan, yang dilakukan  melalui
pembentukan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pasal 16

Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 huruf a, yaitu kawasan agropolitan RUPANANDUR (Kecamatan
Waru, Pakong, Pegantenan, Kadur).

Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) , meliputi :

a. Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa
Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung
Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan
Desa Ragang, dengan arahan pengembangan komoditas berbasis
buah-buahan antara lain : salak, pisang dan pepaya;

b. Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa Seddur,
Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicorong, Desa
Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat, Desa
Banban, dan Desa Bajang, dengan arahan pengembangan
komoditas berbasis durian, rambutan, kelapa, tembakau dan
kambing;

c. Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa
Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa
Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan
Branta, Desa Bulangan Haji, dan Desa Plakpak, dengan arahan
pengembangan komoditas berbasis pisang, kopi, cabe, rambutan
dan durian; dan

d. Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamoroh, Desa Bangkes,
Desa Kadur, dan Desa Pamaroh, dengan arahan pengembangan
komoditas berbasis pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam
petelur.

Pasal 17

PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b direncanakan di
Desa Dempo Timur, Desa Bujur Tengah, Desa Pasanggar dan Desa
Sopaah.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara berhirarki memiliki hubungan dengan pusat kecamatan sebagai
kawasan perkotaan terdekat, dengan perkotaan sebagai pusat wilayah
pengembangan dan dengan ibukota Kabupaten.
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Bagian Keempat
Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan
Pasal 18

Arahan pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13, meliputi :

a. pusat kegiatan perkotaan;

b. pembentukan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP); dan

c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

(1)

(2)

Pasal 19

Pusat kegiatan perkotaan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
huruf a, meliputi:

a.
b.

C.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri atas Perkotaan Pamekasan;
Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) terdiri atas
Perkotaan Pakong dan Perkotaan Waru; dan

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri atas Perkotaan Tlanakan,
Perkotaan Larangan, Perkotaan Batumarmar, Perkotaan Pasean,
Perkotaan Pademawu, Perkotaan Galis, Perkotaan Proppo, Perkotaan
Pegantenan, Perkotaan Palengaan dan Perkotaan Kadur.

SSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, terbagi dalam 3
(tiga) wilayah yang meliputi :

a. SSWP selatan, meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan

Pandemawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tlanakan,
Kecamatan Galis dan Kecamatan Proppo, dengan pusat di
Perkotaan Pamekasan;

. SSWP tengah, meliputi Kecamatan Pegantenan; Kecamatan

Palengaan; Kecamatan Pakong dan Kecamatan Kadur, dengan
pusat di Perkotaan Pakong; dan

. SSWP utara, meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan

Kecamatan Batumarmar, dengan pusat pelayanan di Perkotaan
Waru

(3) Setiap SSWP diarahkan mempunyai fungsi wilayah sesuai dengan
potensi wilayah masing-masing, meliputi :

a. SSWP selatan, perkotaan Pamekasan sebagai pusat pemerintahan,

pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa skala
regional, pusat simpul utama transportasi skala regional, pusat
kesehatan skala regional, dan pusat pelayanan pendidikan tingkat
Perguruan Tinggi;

. SSWP tengah, perkotaan Pakong sebagai pusat pemerintahan skala

lokal, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat agropolitan,
pusat pendidikan skala lokal, pusat pelayanan umum kesehatan
skala lokal, dan pusat pengembangan industri skala sedang; dan

. SSWP utara, perkotaan Waru sebagai pusat pemerintahan skala

lokal, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat
agropolitan, pusat pelabuhan regional yang berfungsi sebagai
pengumpul, pusat pengembangan pendidikan skala regional, dan
pusat kesehatan skala regional.

20



(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 18 huruf ¢, meliputi:

a. pada SSWP selatan dengan fungsi pengembangan sebagai pusat
pemerintahan, sebagai pusat permukiman perkotaan, sebagai pusat
perdagangan dan jasa skala regional, sebagai pusat simpul utama
transportasi skala regional, sebagai pusat kesehatan skala regional,
dan sebagai pusat pelayanan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi;

b. pada SSWP tengah dengan fungsi pengembangan sebagai sebagai
pusat pemerintahan skala lokal, sebagai pusat perdagangan dan
jasa skala lokal, sebagai pusat agropolitan, sebagai pusat
pendidikan skala lokal, sebagai pusat pelayanan umum kesehatan
skala lokal, dan sebagai pusat pengembangan industri skala
sedang; dan

c. pada SSWP utara dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan skala
lokal, sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, sebagai
pusat agropolitan, sebagai pusat pelabuhan pengumpul, sebagai
pusat pengembangan pendidikan skala regional, dan sebagai pusat
kesehatan skala regional.

Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

huruf a digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana

tercamtum dalam Lampiran I.B, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 20

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal
13, meliputi :

a. jaringan prasarana utama; dan

b. jaringan prasarana lainnya.

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I1.C, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 21

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada pasal
20 ayat (1) huruf b meliputi :

a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan

b. rencana sistem jaringan transportasi laut.

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi :

jaringan jalan;

jaringan jalur kereta api;

jaringan prasarana angkutan jalan;

jaringan pelayanan angkutan jalan;

jaringan perhubungan sungai danau dan penyeberangan; dan

>0 TP
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

f. terminal barang.
Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi pengembangan pelabuhan.

Pasal 22

Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. rencana jaringan jalan nasional meliputi :

1) ruas jalan nasional sebagai jalan arteri primer yang sudah
dikembangkan di Pulau Madura terdiri atas ruas Kamal -
Bangkalan — Sampang — Pamekasan — Sumenep — Kalianget; dan

2) rencana pengembangan lintas utara dari jalan provinsi menjadi
jalan strategis nasional rencana terdiri dari atas ruas Bangkalan
— Tanjung Bulu Pandan — Ketapang — Sotabar — Sumenep.

b. rencana jaringan jalan provinsi meliputi ruas jalan provinsi sebagai
jalan kolektor primer yang sudah dikembangkan di Pulau Madura
yang melintasi Kabupaten Pamekasan meliputi ruas batas

Kabupaten Sampang - Sotabar - Batas Kabupaten Sumenep,
Pamekasan - Sotabar, Omben (batas Kabupaten Sampang) -
Pamekasan.

c. rencana jaringan jalan kabupaten meliputi ruas jalan kabupaten
sebagai jalan lokal primer yang memiliki lebar jalan kurang dari 6
(enam) meter merupakan jalan utama antar wilayah kecamatan
selain pada huruf a. dan b.

Rencana pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud

dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. arahan pengembangan jalur perkeretaapian yang menghubungkan
Bangkalan - Kamal - Sampang - Pamekasan - Sumenep yang
terintegrasi dengan jaringan perkertaapian di Surabaya;

b. rencana konservasi jalur perkeretaapian mati jalur Kamal -
Bangkalan — Sampang — Pamekasan; dan

c. rencana pengembangan stasiun kereta api kelas I dikembangkan di
Kecamatan Pamekasan.

Rencana pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan berupa

sarana terminal angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat

(2) huruf ¢, meliputi :

a. peningkatan pelayanan terminal tipe B menjadi tipe A di Kecamatan
Tlanakan;

b. peningkatan pelayanan terminal tipe C menjadi tipe B di Kecamatan
Waru; dan

c. rencana terminal Tipe C yang terdapat di Kecamatan Pademawu,
Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan,
Kecamatan Proppo, Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan,
Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan
Batumamar dan Kecamatan Pasean.

Rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan berupa

rute angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2)

huruf d, meliputi:

a. Ceguk - Lawangan Daya;
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(9)

(6)

SRS DR S0 0 o

Ceguk — Bugih;

Lawangan Daya — Padelegan;

Lawangan Daya — Sotabar;

Lawangan Daya — Branta Pesisir;

Lawangan Daya — Kadur;

Lawangan Daya — Pakong;

Lawangan Daya — Pegagan

Bugih — Palengaan;

Bugih — Pegantenan;

Bugih — Proppo; dan

Pegantenan — Batumarmar - Pasean.

Rencana pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan
penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf e,
meliputi :

a. dermaga penyeberangan lintas antar kabupaten meliputi pelabuhan
Talang Siring di Desa Montok Kecamatan Larangan untuk melayani
transportasi dari kabupaten ke Pasuruan, Probolinggo, Situbondo
dan Banyuwangi; dan

b. dermaga penyeberangan lintas antar provinsi meliputi pelabuhan
di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani
transportasi laut dari kabupaten ke luar Provinsi lain.

Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 ayat (2) huruf f terminal angkutan barang terdapat di Desa
Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan.

Pasal 23

Rencana sistem pengembangan jaringan transportasi laut meliputi
pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3),
meliputi :

pengembangan Pelabuhan Branta di Desa Branta Pesisir Kecamatan
Tlanakan sebagai pelabuhan pengumpul sehingga dapat meningkatkan
layanan keluar-masuk barang melalui pelabuhan tersebut.
merencanakan pelabuhan baru meliputi :

a.

1)

2)

3)

pelabuhan pengumpan di Talang Siring yang terletak di Desa Montok
Kecamatan Larangan untuk melayani transportasi dari Daerah ke
Pulau Jawa;

pelabuhan pengumpan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu untuk
melayani angkutan barang dan sapi dari kabupaten menuju
Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi; dan

pelabuhan pengumpul di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk
melayani transportasi laut dari kabupaten ke Provinsi lain.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20
ayat (1) huruf b, meliputi :
a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
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b.
c.

d.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
dan

rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan
lingkungan.

Pasal 25

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 24 huruf a dimaksudkan untuk menunjang

penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.

Rencana pengembangan sumberdaya energi listrik di wilayah

Kabupaten Pamekasan, meliputi :

a. pembangunan industri kelistrikan dalam bentuk Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Tlanakan;

b. pengembangan energi alternative berupa energi biomassa di Kecamatan
Larangan dan Kecamatan Kadur;

c. pengembangan energi alternative berupa energi surya direcanakan
diseluruh kecamatan; dan

d. Rencana pengembangan area pengaman jaringan pada area
pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi yang
melewati K ecamatan Pamekasan - Kecamatan Propoo, dengan
pengembangan gardu induk di Kecamatan Pamekasan.

Pasal 26

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
huruf b, meliputi :

a. sistem kabel,

b. sistem seluler; dan

c. sistem satelit.

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sistem kabel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan pada
wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan sepanjang jalan arteri dan
kolektor.

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi seluler sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terus ditingkatkan perkembangannya
melalui Base Transciever System (BTS) yang dimanfaatkan secara
bersama di seluruh Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perudangan yang berlaku.

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sistem satelit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil atau yang tidak bisa
dilayani oleh kedua sistem lainnya.

Pasal 27

Kabupaten Pamekasan terletak dalam Wilayah Sungai (WS) Madura dan
Kepulauan yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten yang
menjadi kewenangan provinsi
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(2)

(3)

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal
24 huruf c, meliputi :

a. jaringan irigasi;

b. jaringan air baku untuk air bersih; dan

c. sistem pengendalian banjir.

Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diantaranya :

a. Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Provinsi yaitu D.I Samiran
memiliki luas kurang lebih 2.462 (dua ribu empat ratus enam
puluh dua) hektar.

b. Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Kabupaten memiliki luas kurang
lebih 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) hektar meliputi :

1) D.I Bates seluas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektar;

2) D.I Bangsokah seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh
lima) hektar;

3) D.I Batu Bintang seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;

4) D.I Batu Kerbuy seluas kurang lebih 190 (seratus Sembilan
puluh) hektar;

5) D.I Blumbungan seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh
satu) hektar;

6) D.I Bulai seluas kurang lebih 238 (dua ratus tiga puluh
delapan) hektar;

7) D.I Cen Lecen seluas kurang lebih 51 (lima puluh satu)
hektar;

8) D.I Duko I seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan)
hektar ;

9) D.I Grujugan seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh
delapan) hektar;

10) D.I Kapt. Blumbungan seluas kurang lebih 80 (delapan
puluh) hektar;

11) D.I Klampar seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh
sembilan) hektar ;

12) D.I Kolbuk seluas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan)
hektar;

13) D.I Lancar seluas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh
delapan) hektar;

14) D.I Panaguan seluas kurang lebih 151 (seratus lima puluh
satu) hektar ;

15) D.I Penang seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;

16) D.I Polagan seluas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh
satu) hektar;

17) D.I Prompong seluas kurang lebih 96 (Sembilan puluh enam)

hektar;

18) D.I Raja seluas kurang lebih 582 (lima ratus delapan puluh
dua) hektar;

19) D.I Taman Waru seluas kurang lebih 90 (Sembilan puluh)
hektar;

20) D.I Toronan seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar;
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21) D.I Angsoka seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;

22) D.I Ba Oloh seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;
23) D.I Bajang seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;
24) D.I Balang seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar;
25) D.I Batu Karang seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;

26) D.I Bungur seluas kurang lebih 47 (empat puluh tujuh)
hektar;
27) D.I Burneh seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar;

28) D.I Cangkreng seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;

29) D.I Dempo Timur seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima)
hektar;
30) D.I Dempol seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;

31) D.I Duko seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
32) D.I Duko II seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;
33) D.I Duko II seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar;
34) D.I Duko I seluas kurang lebih 19 (sembilan belas)hektar;
35) D.I Enis seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
36) D.I Glagas seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;
37) D.I Jrangoh seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
38) D.I Kebun seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
39) D.I Kenek seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
40) D.I Kereman seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar;
41) D.I Kolpoh seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
42) D.I Lebek seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
43) D.I Nyato seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
44) D.I Ombar seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
45) D.I Pancoran seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;
46) D.I Ponjanan seluas kurang lebih 15 (lima belas)hektar;
47) D.I Pegantenan seluas kurang lebih S0 (lima puluh) hektar;
48) D.I Sanip seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
49) D.I Sentaman seluas kurang lebih 6 (enam) hektar;
50) D.I Sere seluas kurang lebih 5 (lima) hektar;

) D

51 Taman Gangser seluas kurang lebih 15 (lima

belas)hektar; dan
52) D.I Taman Pakong seluas kurang lebih 30 (tiga puluh)
hektar.

c. pengelolaan saluran irigasi meliputi :

1) melakukan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi di
Kecamatan Galis, Kecamatan Pasean, Kecamatan Palengaan,
Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pamekasan,
Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan
Larangan,;

2) mempertahanakan jaringan yang sudah ada;
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3) mengkonservasi kawasan  sekitarnya sebagai kawasan
sempadan irigasi;

4) jaringan tidak boleh terputus meskipun melalui kawasan
terbangun;

5) tidak digunakan sebagai saluran pembuangan;

6) meningkatkan sistem jaringan irigasi; dan

7) menambah ketersediaan sumber air untuk irigasi melalui
pengembangan waduk, embun dan cekdam.

(4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, diantaranya :

a. pengembangan pengelolaan air permukaan yang diolah dan
dimanfaatkan untuk air bersih oleh masyarakat, sehingga dapat
menekan exsploitasi air tanah guna menjaga keseimbangan air tanah
yang berada di Daerah dan Kabupaten;

b. sumber air baku peyediaan air minum dari mata air yang tersebar di
Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan,
Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pasean,
Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru,
Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Palengaan;

c. pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih di
Kecamatan Pasean, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar,
Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan,
Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Larangan; dan

d. pembangunan prasarana air berupa bak penampung air di
Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pamekasan,
Kecamatan Pagentenan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan
Palengaan.

(5) Sistem pengendalian banjir yang dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi:

a. pengurangan potensi limpasan permukaan,;

b. penampungan limpasan permukaan;

c. konservasi lahan;

d. pembuatan embung; dan

e. peningkatan kapasitas pengaliran sarana drainase.

Pasal 28

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 24 huruf d, meliputi:
a. sistem pengelolaan sampah; dan
b. sistem Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja .

(2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembangunan Tempat
Pemrosesan Akhir ditempatkan di Desa Bindang Kecamatan Pasean dan
Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu yang ditempatkan di masing-
masing Kecamatan.

(3) Rencana pengembangan sistem Instalansi Pengelolaan Lumpur Tinja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan rencana
lokasi Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu yang terdapat di TPA Desa
Angsanah Kecamatan Palengaan.
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BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 29

(1) Rencana pola ruang menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung
dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan skala 1 : 50.000 dan tabel sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.A dan II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), meliputi :
a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;

kawasan perlindungan setempat;

kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

kawasan rawan bencana; dan

kawasan lindung geologi.

o0

Pasal 31

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf a
dengan luas kurang lebih 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar yang
tersebar di Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu.

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf b meliputi kawasan resapan
dengan luas kurang lebih 2.321 (dua ribu tiga ratus dua puluh satu) hektar
yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 33

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
huruf ¢, meliputi :
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai,
c. kawasan sekitar embung;
d. kawasan sekitar mata air; dan
e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar kurang lebih 363 (tiga ratus enam puluh tiga)
hektar terdapat di kawasan pesisir pantai utara dan kawasan pesisir
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pantai selatan dengan sempadan pantai mencakup daratan tepian yang
lebarnya proporsional dengan bentuk morfologi pantai paling dekat 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar kurang lebih 2.852 (dua ribu delapan ratus lima
puluh dua) hektar dengan sempadan sungai sekurang-kurangnya 100
(seratus) meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di
kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman, dan sungai di
kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup
untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 (sepuluh sampai dengan
lima belas) meter.

(4) Kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar yang
tersebar di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan
Tlanakan, dan Kecamatan Palengaan.

(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar kurang lebih 696 (enam ratus sembilan puluh
enam) hektar dan tersebar di Kecamatan Batumarmar, Kadur, Larangan,
Pademawu, Pakong, Palengaan, Pamekasan, Pasean, Pegantenan,
Proppo, Tlanakan, dan Waru dengan sempadan kawasan sekitar mata air
sekurang-kurangnya dengan jari-jari paling sempit 200 (dua ratus) di
sekitar mata air.

(6) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar kurang lebih 7.736 (tujuh
ribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektar dari luas kawasan perkotaan
yang tersebar di 13 (tiga belas kawasan perkotaan).

(7) Lokasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran II.C , yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 30 huruf d, meliputi kawasan cagar budaya berupa
Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo.

Pasal 35

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
huruf e, meliputi :

a. kawasan rawan banjir; dan
b. kawasan rawan abrasi.

(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tersebar hampir di seluruh wilayah Daerah dengan luasan kurang lebih
21.288 (dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar.

(3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi :

a. bagian utara terdapat di Desa Sotabar, Desa Tlonto Raja, Desa
Batukerbuy, dan Desa Bindang Kecamatan Pasean dan Desa
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Tamberu, Desa Blaban, Desa Kapong, Desa Lesong Daya Kecamatan
Batumarmar; dan

b. bagian selatan terdapat di Desa Montok Kecamatan Larangan, Desa
Bandaran, Desa Kramat dan Desa Ambat Kecamatan Tlanakan.

(4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-
undangan yang berlaku

(5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.LD, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf f,
yaitu berupa kawasan cagar alam geologi meliputi kawasan karst dengan
luas sebesar kurang lebih 2.039 (dua ribu tiga puluh sembilan) hektar yang
tersebar di Kecamatan Pasean, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru,
Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan
Proppo dan Kecamatan Palengaan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1),
meliputi:

kawasan peruntukan hutan produksi;
kawasan hutan rakyat;

kawasan peruntukan pertanian;
kawasan peruntukan perikanan;
kawasan peruntukan pertambangan;
kawasan peruntukan industri;
kawasan peruntukan pariwisata;

. kawasan peruntukan permukiman; dan
kawasan peruntukkan lainnya.

PR e a0 o

Pasal 38

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal
37 huruf a tersebar di Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, dan
Kecamatan Tlanakan dengan luas kurang lebih 593 (lima ratus sembilan
puluh tiga) hektar.
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Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
huruf b tersebar di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Proppo, Kecamatan
Palengaan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlnakan, Kecamatan Kadur,
Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru dan
kecamatan Pademawu dengan luas kurang lebih 8.078 (delapan ribu tujuh
puluh delapan) hektar

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
huruf c, meliputi :

a. kawasan peruntukan tanaman pangan;

b. kawasan peruntukan hortikultura;

c. kawasan peruntukan perkebunan; dan

d. kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan tanaman pangan dimaksud pada ayat (1) huruf a
tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pamekasan dengan luas
kurang lebih 31.733 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga)
hektar, untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan direncanakan
seluas 12.306 (dua belas ribu tiga ratus enam) hektar dengan rincian
6.232 ha lahan beririgasi teknis dan 6.074 ha lahan berigasi non teknis.

(3) Arahan kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi :

a. padi, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan
Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan
Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan
Kadur, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Galis;

b. jagung, di Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan
Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan
Kadur, dan Kecamatan Pasean;

c. kedelai, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan,
Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan,
dan Kecamatan Batumarmar;

d. kacang tanah, di Kecamatan Proppo, Galis, Kecamatan Larangan,
Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru,
Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;

e. kacang hijau, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo,
Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pakong,
Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Pasean;

f. ubi kayu, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan
Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan
Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan
Batumarmar, dan Kecamatan Pasean; dan

g. ubi jalar, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan
Galis, Kecamatan Palengaan, dan Kecamatan Batumarmar.

(4) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dimaksud pada ayat (1)
huruf b tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan dengan luas kurang lebih
8.376 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektar.
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(5) Arahan kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), meliputi:

a.

b.

= S N )

bawang merah, di Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru,
Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;

cabe rawit, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan
Kadur,Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pakong, Kecamatan
Palengaan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Batumarmar;

tomat, di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan
Palengaan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Pasean;

terong, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pegantenan,
Kecamatan Palengaan, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan
Pasean;

jeruk di Kecamatan Larangan;

mangga, di semua Kecamatan;

rambutan, di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong,
Kecamatan Waru, dan Kecamatan Kadur;

durian, di Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Pakong;

kacang panjang, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan,
Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong,
Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, dan Kecamatan
Batumarmar.

jambu air, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Pegantenan,
Kecamatan Pakong, dan Kecamatan Pasean;

pisang, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan
Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan
Palengaan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pademawu;

kunyit di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Larangan,
Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan,
Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, dan Kecamatan Waru,;

laos di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan
Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan
Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan
Pakong, Kecamatan Waru dan, Kecamatan Pasean;

jahe di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan
Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan
Pakong, Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;

kencur di Kecamatan Galis, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan
Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan
Waru, dan Kecamatan Pasean;

temu lawak di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan
Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan
Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan
Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;

temu ireng di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan,
Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan
Kecamatan Pasean; dan

kunci di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan
Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan
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(6)

(7)

(8)

(9)

Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan

Pasean.

Kawasan peruntukan perkebunan dimaksud pada ayat (1) huruf c

dikembangkan di setiap lokasi pengembangan yang tersebar di 13 (tiga

belas) Kecamatan dengan luas kurang lebih 318 (tiga ratus delapan
belas) hektar.

Arahan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), meliputi :

a. kelapa di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan
Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan
Batumarmar, Kecamatan Pasean, Kecamatan Larangan dan
Kecamatan Pegantenan,;

b. pinang di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, dan
Kecamatan Kadur;

c. jambu mente di Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar dan
Kecamatan Pasean;

d. siwalan di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan
Kadur dan Kecamatan Waru;

e. cabe jamu di Kecamatan Larangan, Kecamatan Palengaan,
Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong,
Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar;

f. agave di Kecamatan Larangan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan
Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan
Pasean;

g. kapuk randu di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan
Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan
Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean;

h. tembakau di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan
Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan
Palengaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan
Batumarmar, Kecamatan Pasean, Kecamatan Kadur, Kecamatan
Pegantenan dan Kecamatan Tlanakan;

i. asam jawa di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan,
Kecamatan Proppo;

j- kopi di Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Pakong; dan

k. lada di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan
Pakong.

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan

peternakan unggas yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan.

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

meliputi :

a. ternak besar berupa sapi, di seluruh Kecamatan

b. ternak kecil yang meliputi :

1) kambing, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan
Galis, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pademawu, Kecamatan
Pegantenan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pasean dan
Kecamatan Pakong; dan
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(4)

()

2) domba, di Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan
Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Kadur, Kecamatan
Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan
Pasean dan Kecamatan Pakong.

c. ternak unggas yang meliputi :

1) ayam buras, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo,
Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan,
Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Waru;

2) ayam petelur, di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan,
Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Waru,
Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur dan Kecamatan
Pasean; dan

3) ayam pedaging, di Kecamatan Galis, Kecamatan Waru, Kadur,
Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar.

Pasal 41

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal

37 huruf d, meliputi :

a. kawasan perikanan tangkap;

b. kawasan perikanan budidaya;

a. pengolahan ikan; dan

b. minapolitan.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis,

Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, dan

Kecamatan Batumarmar dan perairan pesisir Kabupaten Pamekasan,

dengan potensi perikanan tangkap berupa ikan merah, ikan tengiri dan

ikan tuna.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi :

a. kawasan perikanan budidaya air payau yang terdapat di Kecamatan
Pademawu, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Larangan, dengan
potensi ikan berupa bandeng dan udang;

b. kawasan budidaya tambak garam yang terdapat di Kecamatan
Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis seluas
kurang lebih 2.096 (dua ribu Sembilan puluh enam) hektar; dan

c. kawasan budidaya rumput laut yang terdapat di Kecamatan
Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan
Tlanakan, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Batumarmar.

Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berupa terasi, petis, krupuk dan rengginang

direncanakan di Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan

Batumarmar, Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pasean.

kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan

Pademawu dan Kecamatan Tlanakan
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Pasal 42

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 37 huruf e, meliputi :
a. kawasan pertambangan batuan dan mineral non logam; dan
b. kawasan minyak bumi.
Kawasan peruntukan pertambangan batuan dan mineral non logam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. galian gamping, meliputi :
1) untuk Kecamatan Batumarmar, tersebar di Desa Lesong Daya,
Desa Batu Bintang, Desa Kapong, Desa Ponjanan Timur, dan
Desa Ponjanan Barat;
2) untuk Kecamatan Waru, terdapat di Desa Waru Barat;
3) untuk Kecamatan Pakong, terdapat di Desa Bandungan;
4) untuk Kecamatan Larangan, tersebar di Desa Blumbungan,
Desa Trasak, Desa Grujungan, dan Desa Peltong;
5) untuk Kecamatan Kadur, terdapat di Desa Kertagena Laok;
6) untuk Kecamatan Palengaan, terdapat di Desa Angsanah;
7) untuk Kecamatan Tlanakan, terdapat di Desa Mangar;
8) untuk Kecamatan Proppo, terdapat di Desa Rangperang Daya;
dan
9) untuk Kecamatan Pasean, terdapat di Desa Batu Kerbuy, Desa
Tlontoraja dan Desa Bindang.
b. galian lempung, meliputi :
1) untuk Kecamatan Batumarmar, terdapat di Desa Ponjanan
Barat, dan Desa Ponjanan Timur;
2) untuk Kecamatan Palengaan, terdapat di Desa Palengaan Laok;
3) untuk Kecamatan Proppo, tersebar di Desa Pangorayan, dan
Desa Panglemabh;
4) untuk Kecamatan Pademawu, terdapat di Desa Pademawu
Timur; dan
5) untuk Kecamatan Waru , terdapat di Desa Tampojung Guwa.
c. galian phospat, terdapat di Desa Angsanah Kecamatan Palengaan.
Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kadur.
Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan memiliki
luas total kurang lebih 4.181 (empat ribu seratus depalan puluh satu)
hektar.

Pasal 43

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37

huruf f, meliputi :

a. industri Kecil dan Menengah (IKM); dan

b. industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, meliputi :

a. IKM garam yodium di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu,
dan Kecamatan Galis;
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b. IKM air minum mineral di Kecamatan Larangan, Kecamatan
Pademawu, Kecamatan Palengaan;

c. IKM rokok di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan Kecamatan
Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Proppo;

d. IKM petis di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu,
Kecamatan Galis, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;

e. IKM batik di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu,
Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan,
Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan,
Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru; dan

f. IKM tikar di Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur dan
Kecamatan Pasean.

Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada skala permukiman.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri memiliki luas

total kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar.

Pasal 44

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal

37 huruf g, meliputi :

a. pengembangan daya tarik wisata alam;

b. pengembangan daya tarik wisata alam budaya;dan

c. pengembangan daya tarik wisata alam buatan.

Kawasan peruntukan pengembangan daya tarik wisata alam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. wisata api tak kunjung padam di Desa Larangan Tokol Kecamatan
Tlanakan;

b. wisata pantai terdiri atas Pantai Jumiang di Desa Tanjung
Kecamatan Pademawu; Pantai Talang Siring di Desa Montok
Kecamatan Larangan dan Pantai Batu Kerbuy di Desa Batu Kerbuy
Kecamatan Pasean; dan

c. wisata lembah sembir di Kecamatan Batumarmar.

Kawasan peruntukan pengembangan daya tarik wisata budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. wisata kerapan sapi di Kecamatan Pamekasan;

b. wisata kontes Sapi Sonok di Kecamatan Waru;

c. Makam Ronggosukowati (Raja Islam [ Pamekasan) di Kelurahan
Kolpajung Kecamatan Pamekasan,;

d. Makam Syeikh Gozali di Desa Sotabar Kecamatan Pasean;

e. Makam Ghung Seppo - Gatotkaca di Kelurahan Kolpajung
Kecamatan Pamekasan;

f. Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) terletak di Desa
Pangbatok Kecamatan Proppo;

g. Makam Joko Tole di Desa Montok Kecamatan Larangan; dan

h. Vihara di Desa Polagan Kecamatan Galis.

Kawasan peruntukan pengembangan daya tarik wisata buatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di Kecamatan

Pamekasan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Pademawu.
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Pasal 45

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal

37 huruf h, meliputi:

a. kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 1.249 (seribu
dua ratus empat puluh sembilan) hektar; dan

b. kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.022 (lima
ribu dua puluh dua) hektar.

Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan kawasan permukiman yang pada lokasi sekitarnya

masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan

pemanfaatan lahan lainnya.

Kawasan permukiman perdesaan prosentasenya lebih tinggi dibanding

dengan kawasan permukiman perkotaan.

Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan

permukiman dengan kegiatan utama non pertanian, seperti

perkantoran, pendidikan, perumahan, kesehatan, perdagangan, jasa

dan industri.

Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada kawasan perkotaan

di kawasan pusat pengembangan sistem perwilayahan dan ibukota

kecamatan lainnya.

Rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten

Pamekasan memiliki luas total kurang lebih 6.271 (enam ribu dua

ratus tujuh puluh satu) hektar.

Dalam pengembangan kawasan permukiman perkotaan, harus

menyediakan peruntukan lahan perumahan untuk seluruh golongan

masyarakat, berdasarkan kebutuhan dan atau sesuai ketentuan dalam

pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan yang

berimbang.

Lokasi pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.LE, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37

huruf i, meliputi:

a. kawasan andalan;

b. kawasan peruntukan pesisir;

c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan

d. kawasan sektor informal.

Kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

meliputi :

a. kawasan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian,
perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan; dan

b. kawasan andalan Laut Madura dan sekitarnya dengan sektor unggulan
perikanan, pertambangan dan pariwisata.

Kawasan peruntukan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b, meliputi :
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(4)

()

(1)

(2)

a.zona Pusat Pendaratan Ikan (PPI) meliputi Kecamatan Galis,
Kecamatan Larangan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Tlanakan
dan Kecamatan Pasean.

b. zona Tempat Pelelangan Tkan (TPI) meliputi Tempat Pelelangan Ikan
Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan, Tempat Pelelangan Ikan Batu
Bintang Kecamatan Batumarmar dan Tempat Pelelangan Ikan
Tlonto Raja, Kecamatan Pasean.

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf c meliputi :

a. Kodim di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu;

b. Koramil di Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan, Desa
Proppo Kecamatan Proppo, Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan,
Desa Galis Kecamatan Galis, Desa Larangan Dalam Kecamatan
Larangan, Desa Bunder Kecamatan Pademawu, Desa Pegantenan
Kecamatan Pegantenan, Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan,
Desa Pakong Kecamatan Pakong, Desa Kadur Kecamatan Kadur,
Desa Waru Barat Kecamatan Waru, Desa Tamberu Kecamatan
Batumarmar dan Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean.

c. lapangan tembak meliputi :

1) khusus untuk latihan TNI AD berada di Desa Larangan Tokol
Kecamatan Tlanakan;dan

2) lapangan tembak yang dipakai oleh anggota Brimob dan Mapolwil
berada di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan.

Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

d, meliputi peran serta pemerintah dalam menyediakan ruang bagi

sektor informal disetiap wilayah perkotaan dan perdesaan, penentuan

lokasi sektor informal diatur dan disediakan ruang oleh pemerintah
dalam skala perencanaan yang lebih detail.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Pertama
Umum
Pasal 47

Kawasan strategis, meliputi :

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan.

Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan skala 1 : 50.000 dan tabel sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III.LA dan III.B, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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(2)

(3)

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Strategis
Paragraf 1
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi
Pasal 48

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis
yang berada dalam lingkup pengelolaan nasional terdiri atas kawasan
andalan Kawasan Madura dan Kepulauan meliputi sektor unggulan
pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan perikanan dan
kawasan andalan Laut Madura dan sekitarnya meliputi sektor
unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata sebagai Kawasan
Strategis Nasional (KSN).

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis
yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah provinsi, terdiri
dari kawasan ekonomi Madura, Kawasan Agropolitan Kepulauan
Madura dan Kawasan tertinggal Kepulauan Madura dan pulau-pulau
kecil sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis
yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah kabupaten, terdiri
atas :

a. kawasan agropolitan Rupanandur, meliputi :

1) Kecamatan Waru, yang meliputi Desa Tampojung Pregih, Desa
Bajur, Desa Sana Laok, Desa Sumber Waru, Desa Tampojung
Guwa, Desa Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Tengah, dan
Desa Ragang, berupa pengembangan komoditas berbasis buah-
buahan antara lain salak, pisang dan pepaya;

2) Kecamatan Pakong, yang meliputi Desa Bandungan, Desa
Seddur, Desa Klompang Timur, Desa Somalang, Desa Bicorong,
Desa Lebbek, Desa Pakong, Desa Palalang, Desa Klompang Barat,
Desa Banban, dan Desa Bajang, berupa pengembangan
komoditas berbasis durian, kelapa, tembakau dan kambing.

3) Kecamatan Pegantenan, yang meliputi Desa Tebul Timur, Desa
Tlagah, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur, Desa
Ambender, Desa Tebul Barat, Desa Pegantenan, Desa Bulangan
Branta, Desa Bulangan Haji, dan Desa Plakpak, berupa
pengembangan komoditas berbasis pisang, kopi, cabe, rambutan
dan durian; dan

4) Kecamatan Kadur, yang meliputi Desa Pamoroh, Desa Bangkes,
Desa Kadur, dan Desa Pamaroh, berupa pengembangan
komoditas berbasis pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam
petelur.

b. kawasan budidaya perikanan, meliputi :

1) tambak garam dengan luas kurang lebih 2.096 (dua ribu
sembilan puluh enam) hektar meliputi Desa Branta Tinggi, dan
Desa Branta Pesisir di Kecamatan Tlanakan; Desa Baddurih,
Desa Pagagan, Desa Majungan, Desa Padelegan, Desa Pademawu
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(2)

(3)

Timur, dan Desa Bunder di Kecamatan Pademawu; dan Desa
Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan, dan Desa Artodung di
Kecamatan Galis.

2) rumput laut tersebar di Kecamatan Pademawu, Kecamatan
Pasean, Kecamatan Galis, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan
Larangan dan Kecamatan Batumarmar.

c. kawasan perdagangan, jasa, industri dan pergudangan meliputi
Kecamatan Batumaramar, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan
Tlanakan.

d. kawasan pariwisata meliputi :

1) wisata alam yaitu Api Tak Kunjung Padam yang terletak di Desa
Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, Pantai Jumiang yang
terletak di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, Pantai Batu
Kerbuy yang terletak di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean,
Pantai Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan
Larangan dan Lembah Sembir Kecamatan Batumarmar;

2) wisata budaya yaitu obyek wisata budaya kesenian dan upacara
seperti Kerapan Sapi dan Semalam di Madura yang berada di
Kecamatan Pamekasan, upacara petik laut di Pantai di
Kecamatan Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Pademawu, Galis,
Larangan dan wisata kontes Sapi Sonok di Kecamatan Waru dan
Kecamatan Pakong, Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di
Kecamatan Proppo dan Makam Ronggosukowati (Raja Islam I) di
Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan; dan

3) wisata buatan terdapat di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan
Larangan, dan Kecamatan Pademawu.

e. kawasan pelabuhan, meliputi :

1) kawasan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Branta di
Kecamatan Tlanakan dan pelabuhan Batu Kerbuy di Kecamatan
Pasean; dan

2) Kawasan pelabuhan pengumpan Talang Siring di Kecamatan
Larangan dan pelebuhan pengumpan di Kecamatan Pademawu.

f. Kawasan minapolitan meliputi Kawasan Pantai Selatan yaitu di
Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan.

Paragraf 2
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
Pasal 49

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi kawasan strategis
yang berada dalam lingkup pengelolaan pemerintah kabupaten, terdiri
atas :

a. kawasan cagar budaya;

b. kawasan makam; dan

c. kawasan peninggalan sejarah.

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa Makam Syeikh Abdul Mannan di Kecamatan Proppo.

Kawasan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi :
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a. makam Ronggosukowati (Raja Islam I), yang berlokasi di Kelurahan
Kolpajung Kecamatan Pamekasan,;

b. makam Syeikh Gozali, yang berlokasi di Desa Sotabar Kecamatan
Pasean;

c. makam Gung Seppoh-Gatot Kaca, yang berlokasi di Kelurahan
Kolpajung Kecamatan Pamekasan; dan

d. makam Joko Tarup, yang berlokasi di Desa Montok Kecamatan
Larangan.

(4) Kawasan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ yaitu berupa kawasan sisa bangunan candi di Desa Candi
Burung Kecamatan Proppo.

Paragraf 3
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepetingan Fungsi dan Daya Dukung
Lingkungan
Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c,
meliputi kawasan strategis yang berada dalam lingkup pengelolaan
pemerintah kabupaten, terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau yang
terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan
Pademawu dengan luas kurang lebih 346 (tiga ratus empat puluh enam)
hektar.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 51

(1) Arahan penataan ruang wilayah dalam arahan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan
sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan Perwujudan
Rencana Tata Ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama
pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5
(lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan duapuluh (20) tahun.
yang memuat uraian program atau kegiatan sumber pendanaan
instansi pelaksana dan tahapan pelaksanaan.

(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan,
meliputi:

a. tahap I (tahun 2012-2016);

b. tahap II (tahun 2017-2021);

c. tahap III (tahun 2022-2026); dan
d. tahap IV (tahun 2027-2032).
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(6)

Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas
kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek
mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran
pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya, meliputi:

a.

pengembangan Perkotaan Pamekasan sebagai pusat pemerintahan
Kabupaten sekaligus sebagai pusat pengembangan utama
Kabupaten;

.membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah  seperti
pengembangan  agropolitan, budidaya  perikanan, industri,
pariwisata, pelabuhan dan minapolitan;

. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang

terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan secara
terpadu antara jaringan jalan, terminal, kereta api dan pelabuhan;

. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan,

perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing
pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi
dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan;

. dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan

listrik, telepon dan air bersih, industri hulu dan hilir, promosi yang
dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah,
industri, pertanian dan pariwisata;

penanganan dan pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai, anak
sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber
daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan;

peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan
teknologi, ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan
penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi
dan pasar bebas; dan

.Penanganan dan pengelolaan perbatasan dilaksanakan melalui

kerjasama koordinatif dengan kabupaten Sampang dan Kabupaten
Sumenep yang meliputi bidang sarana dan prasarana transportasi,
penataan ruang, percepatan pembangunan, penanganan rawan
bencana dan pariwisata.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan
kriteria:

a.

b.

C.

mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan
strategis kabupaten;

mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu perencanaan;

. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun,

baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan

. sinkronisasi antar program harus terjaga.
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(7) Arahan pemanfaatan ruang berbentuk indikasi program utama 5 (lima)
tahunan dituangkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

(8) Dalam rangka mendukung perwujudan RTRW dan kinerja
pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan
asset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada
lokasi-lokasi stratergis.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang
Pasal 52

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana di
maksud dalam pasal 51 ayat (5) huruf a, meliputi :

a. perwujudan pusat kegiatan wilayah; dan

b. perwujudan sistem prasarana wilayah.

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Struktur Ruang untuk Pusat Kegiatan Wilayah
Pasal 53

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52
huruf a, meliputi:

Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);

pemantapan fungsi pengembangan Pusat Pelayanan kawasan (PPK);

pemantapan fungsi pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan

(PPL);
e. pengembangan pusat agropolitan; dan
f. pengembangan pusat minapolitan.

(2) Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi Perkotaan Pamekasan.

(3) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Perkotaan Pakong; dan
b. Perkotaan Waru.

(4) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, meliputi:

Perkotaan Tlanakan,;

Perkotaan Larangan;

Perkotaan Batumarmar;

Perkotaan Pasean;

Perkotaan Pademawu;

Perkotaan Galis;

Perkotaan Proppo;

. Perkotaan Pegantenan;

Perkotaan Palengaan; dan

o op
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(9)

(6)

(7)

(8)

j- Perkotaan Kadur.

Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. pengembangan Desa Dempo Timur;

b. pengembangan Desa Bujur Tengah;

c. pengembangan Desa Pasanggar; dan

d. pengembangan Desa Sopaah.

Pengembangan pusat agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, meliputi:

a. pengembangan Agropolitan di Kecamatan Waru dengan arahan
pengembangan komoditas berbasis buah-buahan antara lain : salak,
pisang dan pepaya;

b. pengembangan Agropolitan di Kecamatan Pakong dengan arahan
pengembangan komoditas berbasis durian, kelapa, tembakau dan
kambing.

c. pengembangan Agropolitan di Kecamatan Pegantenan dengan arahan
pengembangan komoditas berbasis pisang, kopi, cabe, rambutan dan
durian; dan

d. pengembangan Agropolitan di Kecamatan Kadur dengan arahan
pengembangan komoditas pinang, kelapa, pisang, pepaya dan ayam
petelur.

Pengembangan pusat minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f, meliputi Kawasan Pantai Selatan yaitu di Kecamatan Pademawu

dan Kecamatan Tlanakan.

Perwujudan struktur ruang dapat terlaksana dengan didukung adanya

rencana rinci kabupaten terutama untuk PKLp, PPK, kawasan

perdesaan, prasarana utama, prasarana penunjang dan kawasan
strategis yang disahkan dalam peraturan daerah.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Struktur Ruang untuk Sistem Prasarana Wilayah

(1)

(2)

Pasal 54

Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 52
huruf b, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:

jaringan jalan;

jaringan jalur kereta api;

jaringan prasarna angkutan jalan;

jaringan pelayanan angkutan jalan

jaringan perhubungan sungai danau dan penyebrangan;

jaringan terminal barang

jaringan transportasi laut;

jarngan prasarana energi;

jaringan prasarana telekomunikasi;

jaringan prasarana sumber daya air; dan

. jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pembangunan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, mencakup kegiatan:

OSSO 00 o
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(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

a. pengembangan jaringan jalan nasional meliputi ruas Kamal -
Bangkalan — Sampang — Pamekasan — Sumenep — Kalianget;

b. pengembangan lintas utara dari jalan provinsi menjadi jalan nasional
meliputi ruas Bangkalan - Tanung Bulu Pandan - Ketapang -
Sotabar —Sumenep;

c. pengembangan jaringan jalan Provinsi meliputi ruas batas
Kabupaten Sampang - Sotabar - Batas Kabupaten Sumenep,
Pamekasan - Sotabar, Omben (batas Kabupaten Sampang) -
Pamekasan;dan

d. pengembangan jaringan jalan kabupaten.

Pembangunan jaringan jalur kereta api sebagamana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, mecangkup kegiatan :

a. peningkatan jalur kereta api dan prasarana pendukungnya termasuk
penanganan perlintasan kereta api; dan

b. pembangunan sarana stasiun kereta api di Kecamatan Pamekasan.

Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, mecangkup kegiatan :

a. pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Tlanakan;

b. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Waru; dan

c. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Pademawu, Kecamatan
Pamekasan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan
Proppo, Kecamatan Kadur, Kecamatan Palengaan, Kecamatan
Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Batumamar dan
Kecamatan Pasean.

Pembangunan jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencangkup kegiatan pengembangan

terminal angkutan barang terdapat di Desa Larangan Tokol Kecamatan

Tlanakan.

Pengembangan jaringan perhubungan sungai danau dan penyebrangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e mencangkup kegiatan

pengembangan  jaringan = perhubungan  sungai, danau dan
penyeberangan di Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pasean.

Pembangunan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f, mencakup kegiatan:

a. pengembangan pelabuhan pengumpul di Desa Branta di Kecamatan
Tlanakan;

b. pembangunan pelabuhan lokal yang berfungsi sebagai pengumpan di
Kecamatan Larangan,;

c. pembangunan pelabuhan lokal yang berfungsi sebagai pelabuhan
pengumpan di Kecamatan Pademawu; dan

d. pembangunan pelabuhan pengumpul di Kecamatan Pasean.

Pembangunan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g, mencakup kegiatan:

a. pengembangan energi listrik berupa pembangunan industri
kelistrikan dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di
Kecamatan Tlanakan;
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b.

€.

(9) Pe

pengembangan energi alternative berupa energi biomassa di
Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;

pengembangan energi alternative berupa energi surya direcanakan
diseluruh kecamatan;

pengembangan area konservasi pada area pengembangan jaringan
listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati
Kecamatan Pamekasan — Kecamatan Proppo; dan

pengembangan jaringan listrik dan peningkatan layanan listrik
perdesaan yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan.
mbangunan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h, mencakup kegiatan:

a.
b.
C.
(10) Pe
ay
a.
b.

C.
d.
c.
(11)Pe

pengembangan prasarana telekomunikasi sistem kabel;
pengembangan prasarana telekomunikasi seluler; dan
pengembangan prasarana telekomunikasi satelit.
mbangunan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
at (1) huruf i, mencakup kegiatan :
pembangunan dan perbaikan saluran irigasi.
perlindungan terhadap sumber — sumber mata air, daerah aliran air,
baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
pengembangan pengelolaan air permukaan;
pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih; dan
pembangunan prasarana air berupa bak penampungan air.
mbangunan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j, mencakup kegiatan:

a.

b.

pengembangan sistem pengelolaan sampah melalui pembangunan
TPST; dan

pengembangan sistem Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja melalui
Instalansi Pengelolaan Limbah Terpadu di Kecamatan Palengaan.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 55

(1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam pasal 51 ayat (5) huruf a, meliputi:

a.

b.

perwujudan kawasan lindung; dan
perwujudan kawasan budidaya.

(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hu
a.

b.

ruf a, meliputi:
koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan
kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, lindung setempat,
kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan
lindung geologi; dan
pemantauan dan pengendalian kawasan lindung.

(3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hu
a.
b.
C.

ruf b, mencakup:
kawasan hutan produksi;
kawasan hutan rakyat;
kawasan peruntukan pertanian;
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kawasan peruntukan perikanan;
kawasan peruntukan pertambangan;
kawasan peruntukan industri;
kawasan peruntukan pariwisata;
kawasan peruntukan permukiman; dan
kawasan peruntukan lainnya.

TR T 0

Bagian Keempat
Perwujudan Rencana Kawasan Strategis
Pasal 56

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
pasal 51 ayat (5) huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:

a. kawasan dari sudut kepentingan ekonomi;

b. kawasan dari susdut kepentingan sosial budaya; dan

c. kawasan dari susdut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Umum
Pasal 57

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui
penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan
disinsentif, dan pengenaan sanksi.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menhasilkan lokasi
yang terdapat indikasi penyimpangan ruang dan rekomendasi kebijakan
dalam rangka pembinaan dan penertiban penataan ruang untuk
mencapai tujuan RTRW Kabupaten.

(3) Penyelenggaran Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimkasud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang
berwenang dalam koordinasi BKPRD Kabupaten.

(4) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasl
pengendalian pemanfaatan ruang kepada Bupati secara berkala sesuai
dengan ketentuan.

(5) Pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional
Provinsi Jawa Timur harus mendapatkan izin Gubenur.

(6) Ketentuan umum pemanfaatan ruang terdiri dari:

a. peraturan zonasi;

b. perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan pengenaan sanksi.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 58
Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
57 ayat (6) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk
setiap zona pemanfaatan ruang.
Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci
tata ruang dimaksud, meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah

Kabupaten;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah Kabupaten,;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis wilyah
Kabupaten.
Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat tentang hal-hal yang harus ada, hal-hal yang boleh dan apa
yang tidak boleh.
Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang Wilayah

Pasal 59
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang wilyah
Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2)
huruf a meliputi :
a. peraturan zonasi pada pusat kegiatan;
b. peraturan zonasi pada sistem prasarana;
Ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.
Ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

. sistem jaringan transportasi

. sistem prasarana energi;

sistem prasarana telekomunikasi,

. sistem prasarana sumber daya air; dan
sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

o Q0o

Pasal 60

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf a,meliputi:

a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan

b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan
(PKLp).
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(2) Ketentuan umum pengaturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala
provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan
yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan

b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman
dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang
kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal
dikendalikan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKLp sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatan
ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung
dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan
kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.

pengaturan pada rencana kawasan terbangun di perdesaan dapat
dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi
harus ditetapkan besaran dan luasan ruang setiap zona dan fungsi
utama zona tersebut;

pengaturan pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk
pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya
untuk tidak dialihfungsikan menjadi non pertanian;

mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan
fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara khusus
pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang
kurang produktif;

pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan
prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan
masing-masing;

pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi
di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih
fungsi;

kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan
perdesaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-
masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;

pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak
dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain
selama masih menunjang fungsi lindung;

pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya
konservasi baik berupa situs, bangunan bekas peninggalan belanda,
bangunan monumen perjuangan rakyat, dan sebagainya;

perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan
terbangun di perdesaan boleh dilakukan sepanjang saling menunjang
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(1)

(2)

atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah
ditetapkan;

kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di
perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan
terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang
produktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan komposisi atau
perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak
berubah sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;

dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara
keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-
masing;

penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan
untuk fungsi yang bertentangan;

. pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam

jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan
intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;

pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif
di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;

pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pangan
abadi di kawasan perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
dan

pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat
komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan
kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan meliputi :

1) jaringan jalan arteri primer;
2) jaringan jalan kolektor primer; dan
3) jaringan jalan lokal primer.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, disusun dengan

memperhatikan:

a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling
rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan
paling sedikit 11 (sebelas) meter;

b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume
lalu lintas rata-rata;

c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu
oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal,

d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa
sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan
huruf ¢ harus tetap terpenuhi;
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(3)

(4)

()

e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas)
meter.

f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan
tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan atau kawasan:
1) pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di
sepanjang sisi jalan nasional; dan

3) penetapan garis sempadan bagunan di sisi jalan nasional yang
memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan

memperhatikan:

a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling
rendah 40(empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan
paling sedikit 9 (sembilan) meter;

b.jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari
volume lalu lintas rata-rata;

c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih tetap
terpenuhi;

d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan
pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a; huruf b dan huruf c;

e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan atau
kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan

f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh)
meter.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan

memperhatikan:

a.jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling
rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan
paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;

b.jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh
terputus; dan

c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan

memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api
dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang
kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
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b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta
api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan
transportasi perkeretaapian;

C. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak
lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta
api dan jalan; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api
dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan
pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 63

Ketentuan wumum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan
pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan
jarak aman dari kegiatan lain;

b. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun
dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang
bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT yang
melewati Kecamatan Pamekasan dan Kecamtan Proppo;

d. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT yaitu sekitar 20
(dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah
terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat;

e. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang
langsung digunakan masyarakat; dan

f. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus
disediakan jaringan pengamanan.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c, disusun dengan
memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar
telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan
aktifitas kawasan disekitarnya.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air

daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf d, meliputi :

a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang
dimaksud untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
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pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman
rekreasi; dan

penetapan lebar sempadan sungai dan saluran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem prasarana pengelolaan
lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf e,
meliputi :

a.

arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan
lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah
dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama
di wilayah perkotaan;

pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah 4R komunal;
penanganan persampahan selain menggunakan 4R juga dengan
pengembangan sistem komposting;

pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya
dukung lingkungan.

pengalokasian Tempat Pemosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pemrosesan
Sampah Terpadu (TPST) sesuai dengan persyaratan teknis;

pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai
dengan kaidah teknis dan dengan konsep 4R;

penyediaan ruang untuk TPST dan atau TPA terpadu.

kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan
masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;

memberi kemudahan kredit pembelian alat pengolahan limbah bagi
industri kecil, atau mengurangi pajak import alat pengolah Iimbah; dan
peningkatan kemampuan institusional dalam memberi fungsi bagi
pencemar, pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu lingkungan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang Wilayah
Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi pada pola ruang wilayah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

(1)

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam pasal 67 huruf a, meliputi:

kawasan hutan lindung;

kawasan resapan air;

kawasan sempadan pantai;

kawasan sempadan sungai dan saluran;

oo oD
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kawasan sekitar embung;
kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
kawasan cagar budaya;

. kawasan rawan bencana banjir

kawasan rawan bencana abrasi; dan
kawasan lindung geologi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan
memperhatikan :

a.

d.

arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung dilakukan pada
kawasan yang ditetapkan fungsi sebagai hutan lindung yang
menjadi kewenangan daerah;

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk wisata alam tanpa
merubah bentang alam;

pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya
diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan luasan
tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di
bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang
berwenang; dan

ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi
mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan
memperhatikan:

a.

o

@ o o

pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak
terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan
limpasan air hujan;

penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada;
peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih
fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu
memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu
meresapkan air ke dalam tanah;

percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
mengoptimalkan fungsi lahan melalui pengembangan hutan;
meningkatkan kegiatan pariwisata alam; dan

pengolahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini
memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan
memperhatikan:

a.

sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada
seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada
seluruh stakeholders pembangunan terkait;

pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan
budidaya seperti: permukiman perkotaan dan perdesaan,
pariwisata, pelabuhan, serta kawasan lainnya, pengembangannya
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(9)

(6)

(7)

harus sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan
dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;

c. bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga,
tower penjaga keselamatan pengunjung pantai; dan

d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mampu melindungi atau
memperkuat perlindungan sempadan pantai dari abrasi dan ilfitrasi
air laut kedalam tanah.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan

memperhatikan:

a. mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi
dan kerusakan kualitas air sungai;

b. pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang
dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;

c. pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai
agar tidak berkembang lebih jauh;

d. melarang pembuangan limbah industri ke sungai;

pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;dan

f. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan pemanfaatan air.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan embung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan

memperhatikan:

a. perlindungan sekitar embung untuk kegiatan yang menyebabkan
alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber
air;

b. pelestarian embung beserta seluruh tangkapan air di atasnya;

c. embung yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun
selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;

d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan
penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap
air;

e. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung
untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi
embung;

f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman
rekreasi; dan

g. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan

memperhatikan:

a. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan
alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber
air;

®
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(8)

(9)

pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air
minum atau irigasi;

selain sebagai sumber air minum dan irigasi, juga digunakan untuk
pariwisata, dimana peruntukannya diijinkan selama tidak
mengurangi kualitas tata air yang ada;

pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan
penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap
air;

membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung
untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata
air;

pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan

pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran
terhadap mata air.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun
dengan memperhatikan:

a.

b.

melarang kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan ruang
terbuka hijau publik;

melarang kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan
hutan kota dan tutupan vegetasi;

. untuk kawasan resapan air, disusun kenentuan umum zonasi

sebagai berikut:

1) memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya
tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam
menahan limpasan air hujan; dan

2) menyediakan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah
ada.

menerapkan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap
kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;

. pada zona hijau terbuka, dibangun tampungan sementara untuk

menampung limpasan permukaan yang terjadi yang akan langsung
dibawa ke saluran drainase terdekat; dan

pada zona Hijau Median Jalan, dibangun sistem inlet menuju ke
taman median jalan dan dapat ditambahkan saluran pipa poros
dan sumur resapan sebagai tampungan limpasan hujan di jalan
raya.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan
ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;

b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai

dengan fungsi kawasan;

c. pada kawasan sekitar candi harus dikonservasi untuk kelestarian

dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan
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pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi tetap
terlihat dari berbagai sudut pandang;

d. candi juga memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga
diperlukan pengembangan jalur wisata yang menjadikan candi
sebagai salah satu obyek wisata yang menarik dan menjadi salah
satu tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan tujuan
pendidikan dasar-menengabh;

e. benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional, seperti
bangunan peninggalan belanda harus dikonservasi dan direhabilitasi
bagi bangunan yang sudah mulai rusak; dan

f. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan
pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami
perubahan fungsi.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis,
dan ancaman bencana;

b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;

c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan
perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung,
bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;

d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada
jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan
fungsi irigasi untuk drainase;

e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;

. penetapan batas dataran banjir;

. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan

i. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman
dan fasilitas umum penting lainnya.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi
pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun dengan
memperhatikan:

a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan
pemecah gelombang, penurapan; dan

b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan
mangrove di daerah pesisir.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi
karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, disusun dengan
memperhatikan:

a. dijinkan untuk kegiatan reboisasi; dan

b. dilarang untuk kegiatan lainnya pada kawasan perlindungan karst
mutlak.

mulvle]
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(1)

(2)

(3)

Pasal 69

Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 67 huruf b, meliputi:

FE® M0 Q0 T

kawasan hutan produksi;

Kawasan hutan rakyat

kawasan peruntukan pertanian;
kawasan peruntukan perikanan;
kawasan peruntukan pertambangan;
kawasan peruntukan industri;
kawasan peruntukan pariwisata;
kawasan peruntukan permukiman; dan
kawasan peruntukan lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan
memperhatikan:

a.

beberapa hutan produksi yang ada ternyata menunjukkan adanya
tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus
dilakukan percepatan reboisasi;

pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan
kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak
mengganggu tanaman pokok;

pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta
gangguan keamanan hutan lainnya;

pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga
memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan
getah;

peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang
pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung
keseimbangan alam;

pengembangan kawasan hutan yang ada di kawasan perkotaan
untuk membentuk hutan kota. karena hutan kota tidak diarahkan
untuk fungsi produksi;

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan
pemanfaatan hasil hutan; dan

usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan
pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada
pemanfaatan hutan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan
memperhatikan:

a.

b.

pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih
tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui
pengembangan hutan kemasyarakatan; dan

peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan oleh pemerintah
daerah.
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(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun
dengan memperhatikan:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pertanian (tanaman pangan) disusun dengan memperhatikan:

1)

2)

3)

pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan
rendah;

ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya
non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan
sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung
pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan
produktivitas dan pengolahan hasil panen sesuai
Ketentuan/Peraturan yang berlaku; dan

ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya
non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka 1)
dan 2) diatas, yang termasuk sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang ditetapkan sebagai Sentra pertanian tanaman
pangan.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pertanian holtikultura disusun dengan memperhatikan:

1) pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan
pertanian  holtikultura, sesuai kebijakan dan strategi
pengembangan dari masing-masing jenis kawasan;

2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya

non  pertanian  (terbangun) kecuali terbatas  untuk
pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas
pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya
peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen;dan

3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya

non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka
1) dan 2) diatas, yang termasuk sebagai Kawasan Sentra
budidaya pertanian khusus.

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
perkebunan disusun dengan memperhatikan :

1) pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan
perkebunan sesuai kebijakan dan strategi pengembangan dari
masing-masing jenis kawasan;

2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya

non perkebunan (terbangun) kecuali terbatas untuk
pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas
pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya
peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen; dan

3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya

non perkebunan (terbangun) sebagaimana diuraikan pada
angka 1) dan 2) diatas, yang termasuk sebagai Kawasan Sentra
perkebunan khusus.

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
peternakan disusun dengan memperhatikan:
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1) pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan
dan penyediaan pakan;

2) pemanfaatan lahan untuk kegiatan pengembangan teknologi
peternakan yang tidak merusak lingkungan;

3) pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan
peternakan unggas;

4) pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan
dan hasil ternak secara permanen; dan

5) pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang
berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan
terhadap kualitas lingkungan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun
dengan memperhatikan:

a.

b.

C.

d.

c.

pemanfaatan ruang untuk permukiman petani atau nelayan dengan
kepadatan rendah;

pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan
sabuk hijau;

pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi
lestari;

pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan
pengelolaan perikanan; dan

pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun
dengan memperhatikan:

a.

b.

keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan
antara resiko dan manfaat;

pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan
mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan
geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi
sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi
lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau,
ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan
aspek kelestarian lingkungan hidup;

setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan
mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas
penambangan;

. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas

yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan
penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya
sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman,
maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai
AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi
terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak
negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan
penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; dan
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g.

pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan
marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai
ekonomi  seperti tanaman jarak pagar dan  tanaman
nilam.Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan
kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya
dengan memperhatikan kepentingan daerah.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan
memperhatikan:

a.

pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan industri, kawasan
peruntukan industri dan industri rumah tangga serta kawasan
industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah;

pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai
dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;

. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi kawasan

peruntukan industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh
dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada;
pelarangan peruntukan lain selain industri maupun fasilitas
pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan
industri, kecuali kawasan peruntukan industri, industri rumah
tangga dan kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan
menengah;

pemanfaatan ruang kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan
menengah, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan
produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung/penunjang
permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara
khusus;

pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga, diizinkan
pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan
pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan
batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang
dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya
dukung dan daya tampung lokasi); dan

pemanfaatan ruang untuk pergudangan antara lain berupa gudang
untuk industri, perdagangan, stasiun pengisian bahan bakar dan
kegiatan sejenis diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan
permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak
yang ditimbulkan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun
dengan memperhatikan:

a.

b.

C.

pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya
dukung dan daya tampung lingkungan;

perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa
lampau;

pembatasan pendirian bangunan (kecuali permukiman penduduk)
pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata
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d.

hanya untuk kegiatan peruntukan lahan yang menunjang kegiatan
pariwisata; dan

pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf
c.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun
dengan memperhatikan:

a.

o0

pemanfaatan ruang untuk peruntukan industri rumah tangga
dengan kepadatan rendah dan batasan khusus sesuai ketentuan
yang berlaku;

penetapan fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas
masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai peraturan
yang berlaku, antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan,
peribadatan, rekreasi, olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan
masyarakat setempat;

penetapan amplop bangunan;

penetapan tema arsitektur bangunan;

penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan

penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi :

a.

b.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan adalan, disusun

dengan memperhatikan :

1) Kawasan penujang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa
kawasan perkotaan, harus ditunjang sarana dan prasarana yang
memadai sehingga menimbulkan minat inventasi yang besar;

2) Pada setiap bagian dari kawasan andalan harus diupayakan untuk
mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun
melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing;

3) Pada kawasan anadalan secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang
atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan dan jasa dan
jasa wisata perkotaan;

4) pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau
untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya
tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan; dan

5) pada kawasan andalan ini boleh diadakan perubahan ruang pada
zona yang bukan zona inti tetapi harus tetap mendukung fungsi
utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan
tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

pesisir,disusun dengan memperhatikan:

1) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau
nelayan dengan kepadatan rendah;

2) pemanfaatan ruang untuk zona konservasi atau lindung pada
sekitar kawasan pantai berhutan bakau;

3) pemanfaatan ruang untuk zona peka perubahan ekosisitem;
dan

4) pemanfaatan ruang untuk zona pengembangan.
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c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan
keamanan, disusun dengan memperhatikan :

1) penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan
pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya
terbangun; dan

2) penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di
sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan.

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan informal ,
disusun dengan memperhatikan :

1) pada kawasan sektor informal yang banyak menimbulkan bangkitan
dan tarikan yang besar harus disertai dengan sistem parkir yang
memadai terutama parkir dalam bangunan.

2) pada kawasan sektor informal tidak boleh menimbulkan gangguan
terhadap kepentingan umum; dan

3) pada kawasan sektor informal wajib disediakan prasarana minum
berupa tempat parkir (off street), area bongkar muat dan
penyimpanan/gudang yang memadai.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Strategis Wilayah

(1)

(2)

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis wilyah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf c,
meliputi:

a. kawasan dari sudut kepentingan ekonomi;

b. kawasan dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

c. kawasan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan.

Ketentuan umum peraturan 2zonasi pada kawasan dari sudut

kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

a. kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa
kawasan perkotaan, harus ditunjang sarana dan prasarana yang
memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;

b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus
diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk
kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai
kondisi kawasan masing-masing;

c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan
ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan — jasa
dan jasa wisata perkotaan;

d. pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau
untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya
tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;

e. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan
ruang pada 2zona yang bukan zona inti tetapi harus tetap
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(3)

(4)

h.

mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan
boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah
ditetapkan;

dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai
penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;

pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila
didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan
akan mengganggu permukiman harus disediakan fungsi penyangga
sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung
pada zona yang berdekatan; dan

untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada
kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan
diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau
ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah
ditetapkan.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan dari sudut
kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, meliputi:

a.

b.

c.

f.

kawasan sosial budaya meliputi kawasan peninggalan sejarah yakni
sisa bangunan candi, dan makam;

bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya
perumahan harus dibatasi pengembanganya;

untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang
atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan
identitas dan karakter kawasan;

pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk
peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang
dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;

penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh
dilakukan untuk fungsi yang bertentangan; dan

pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian
duapertiga dari museum dan bangunan bersejarah yang ada.

Ketentuan umum peraturan 2zonasi pada kawasan dari sudut
kepentingan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, meliputi:

a.

d.

pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus
dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu
fungsi lindung;

pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan
dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona
penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga
kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;

untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam
jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam
sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
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(1)
(2)

(4)

(S)

(6)

(7)

e. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan
tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk
pembuatan sumur-sumur resapan,;

f. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi
atau fungsi produksi tertentu boleh dimanfaatkan buah atau
getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan
kerusakan fungsi lindung;

g. pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang
mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat
kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang
dilindungi; dan

h. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan
budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman
semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan
secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 71

Setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus memperoleh izin dari Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut dengan

izin pemanfaatan ruang.

Pemberian izin harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang

dengan RTRW dan peraturan zonasi.

Jenis-jenis izin pemanfaatan ruang yang dapat diberikan meliputi :

a. 1izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;

d. izin mendirikan bangunan; dan

e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang,
peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan
ruang;

b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan

c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang

akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan

atau zona berdasarkan rencana tata ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan diatur dengan Peraturan

Bupati.

65



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 72

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif
dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat

atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan

yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. keringanan pajak Daerah, pemberian kompensasi, subsidi silang,
imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c. kemudahan prosedur perizinan; dan

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau
Pemerintah Daerah.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat

untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. pengenaan pajak Daerah yang tinggi yang disesuaikan dengan
besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang
ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan
penalti.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak

masyarakat.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

a. pemerintah kepada pemerintah daerah;

b. pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan

c. pemerintah kepada masyarakat.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan

oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun

kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur

pemerintah di daerah dan dijabarkan dalam lampiran V.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan

disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Araha Sanksi
Pasal 73

Arahan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (6) huruf d
merupaka tindakan penertiban yag dilakukan terhadap pemanfaatan ruag
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang peraturan zonasi.

Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihakyang melakuka penyimpagan
dapat dikeai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(3)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hanya diberikan
kepada pemanfataan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan
pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerinah yang
berwenang yang menertibkan izi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Pasal 74

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a.
b.
C.

mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di kabupaten;
menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;

mengajukan  keberatan kepada  pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;

. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
dan

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah
dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 75

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a.
b.

(1)

(2)

mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat
yang berwenang;

. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang; dan
memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 76

Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah
masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah
ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah
Dearah.

Kewajiban  untuk  menyediakan media pengumuman  atau
penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang
bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa,
serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.
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Pasal 77

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang
sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 77
huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam
yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial,
dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau
pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas
ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 78

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap
perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat
pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara
pihak yang berkepentingan.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib berperan serta
dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang
telah ditetapkan.

Pasal 80

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dengan mematuhi dan
menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan
ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan
faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan
struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang
yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 81

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk :

a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara
berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau
kebiasaan yang berlaku;

b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari
satu wilayah Daerah;
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(1)

(2)

(3)

penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan
rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang
telah ditetapkan; dan

bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau
kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.

Pasal 82

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 81 dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan
penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat
berbentuk :

a.

pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan,
termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan
ruang kawasan dimaksud; dan

bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban
pemanfaatan ruang.

Pasal 84

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 83 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada
Bupati dan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 85

(1) Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang
penataan ruang

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran
masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
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BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 86

Pengenaan sanksi administrasi merupakan pengenaan sanksi terhadap :

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang
dan pola ruang wilayah kabupaten;

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan raung yang
diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan raung yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

f. pemanfaatang ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
dan

g. izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan prosedur yang tidak
benar.

Pasal 87

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 86
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan
sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin,;

pembongkaran bangunan,;

. pemulihan fungsi ruang; dan

i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c
dikenakan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pembongkaran bangunan;

pemulihan fungsi ruang; dan

denda administratif.

SR 0 A0 oD

IR NN

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

()

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 89

Dalam ragka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar
sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan koordinasi
Penataan Ruang Daerah.

Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan
Ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Bupati

BAB XI
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 90

Untuk menjamin tercapainnya tujuan penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan pengawasan terhadap
kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan
pemantauan, evaluasi dan peloran.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

Pengawasam pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada
pemerintah daerah

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian
sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 75 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 93

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai
dengan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (3)
dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 94

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan di bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
penataan ruang;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
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(3)

(1)
(2)

j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

RTRW Kabupaten dilengkapi dengan lampiran Peraturan Daerah dan
album peta skala 1 : 50.000.

Pasal 96

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk :

O Q0 TP

RTRW Kabupaten menjadi

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang;

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah;

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

penataan ruang kawasan strategis.

Pasal 97

dasar untuk penerbitan perizinan lokasi

pembangunan dan administrasi pertanahan.

(1)
(2)

Pasal 98

Terhadap RTRW Kabupaten dapat dilakukan peninjauan kembali
selama 5 (lima) tahun sekali.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara,
wilayah Provinsi, dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan
Undang-Undang, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.
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BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

(1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah
ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan
belum diganti berdasrkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. izin pemanfaatan rung yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya.

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikelurkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunanya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdarkan Peraturan
Daerah ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fngsi
kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak.

4) pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin
dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

c. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang
diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20
Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dinyatakan tetap
berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan Peraturan Daerah
ini.
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Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 10 April 2012

BUPATI PAMEKASAN

ttd

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
Pada tanggal 10 April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,
ttd

HERMAN KUSNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 6
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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NIP. 19710321 199703 2 004

75



NOMOR

LAMPIRAN I.A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
: 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 APRIL 2012

TABEL RENCANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN

No

Kecamatan

Perkotaan

Perdesaan

Pamekasan

Kelurahan Barumbat
Kota

Kelurahan Patemon

Kelurahan Kolpajung

Kelurahan Kowel

Kelurahan Jung cang-
cang

Kelurahan Gladak
Anyar

Kelurahan Kanginan

Kelurahan Parteker

Kelurahan Bugih

Desa Teja Timur

Desa Bettet

Desa Nylabuh Laok

Desa Jalmak

Desa Laden

Desa Panempan

Desa Teja Barat

Desa Nylabuh Daya

Desa Toronan

Tlnakan

Desa Ceguk

Desa Panglegur

Galis

Desa Tobungan

Pademawu

Kelurahan Barumbat
Timur

Kel. Lawangan Daya

Desa Buddih

Desa Sumedangan

Desa Lemper

Desa Murtajih

Desa Buddagan

Desa Sentol

Desa Tambung

Desa Dasok

Desa Pademawu Barat
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No Kecamatan Perkotaan Perdesaan
Proppo Desa Samatan
Larangan Desa Blumbungan
2 Galis Desa Konang Desa Pandan
Desa Galis Desa Lembung
Desa Tobungan Desa Polagan
Desa Bulay Desa Artodung
Desa Pagendingan Desa Ponteh
3 Larangan Desa Tentenan Barat Desa Peltong
Desa Tentenan Timur | Desa Trasak
Desa Grujugan Desa Panaguan
Desa Larangan Luar Desa Duko Timur
Desa Larangan Dalam | Desa Taraban
Desa Montok
Desa Lancar
Desa Kaduara Barat
4 Pademawu Desa Bunder Desa Durbuk
Desa Pademawu Timur | Desa Sopaah
Desa Majungan
Desa Padeleggan
Desa Tanjung
Desa Baddurih
Desa Prekbun
Desa Jarin
Desa Pagagan
5 Proppo Desa Proppo Desa Campor
Desa Mapper Desa Pangbatok
Desa Pangorayan Desa Badung
Desa Panglemah Desa Tattangoh
Desa Billa’an Desa Srambah
Desa Panangguan
Desa Jambringin
Desa Pangtonggel
Desa Samiran
Desa Candi Burung
6 Tlanakan Desa Tlanakan Desa Terrak
Desa Gugul Desa Mangngar
Desa Branta Pesisir Desa Bandaran
Desa Branta Tinggi Desa Kramat
Desa Larangan Tokol Desa Larangan Siampar
Desa Ambat Desa Tlesah
Desa Bukek
Desa Taro’an
Desa Dabuan
7 Waru Desa Taganser Laok Desa Sana Laok

Desa Waru Barat

Desa Ragang

Desa Waru Timur

Desa Tampojung
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No Kecamatan Perkotaan Perdesaan
Tengginah
Desa Tlonto Ares Desa Tampojung Guwa
Desa Tampojung Pregih
Desa Tampojung Tengah
Desa Bajur
8 Batumarmar Desa Batubintang Desa Bangsereh
Desa Blaban Desa Kapong
Desa Lesong Daya Desa Lasong Laok
Desa Tamberu Desa Ponjanan Barat
Desa Ponjanan Timur
Desa Bujur Barat
Desa Bujur Tengah
Desa Bujur Timur
Desa Pangereman
9 Pasean Desa Sotabar Desa Bindang
Desa Tlonto Raja Desa Dempo Timur
Desa Batukerbuy Desa Dempo Barat
Desa Tagangser Daya Desa Sana Daya
Desa Sana Tengah
10 Pegantenan Desa Pegantenan Desa Tanjung
Desa Tebul Timur Desa Pasanggar
Desa Bulangan Barat Desa Palesanggar
Desa Bulangan Timur | Desa Plakpak
Desa Bulangan Branta | Desa Ambender
Desa Tebul Barat
Desa Bulangan Haji
Desa Tlagah
11 Kadur Desa Bangkes Desa Pamoroh
Desa Kadur Desa Pamaroh
Desa Kertagena Daya
Desa Bungbaruh
Desa Kertagena Tengah
Desa Sokalelah
Desa Gagah
Desa Kertagena Laok
12 Pakong Desa Pakong Desa Bicorong
Desa Bandungan Desa Palalang
Desa Seddur Desa Klompang Barat
Desa Klompang Timur
Desa Bajang
Desa Cenlecen
Desa Banban
Desa Somalang
Desa Lebbek
13 Palengaan Desa Palengaan Laok Desa Palengaan Daya

Desa Kacok

Desa Banyupelle

78




No

Kecamatan

Perkotaan

Perdesaan

Desa Rombuh

Desa Rekkerrek

Desa Angsanah

Desa Akkor

Desa Larangan Bandung

Desa Pana’an

Desa Patoan Laok

Desa Patoan Daya

Desa Banyumas

Desa Rang Perang Laok

Desa Rang Perang Dajah

Sumber : Hasil Analisis
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LAMPIRAN II.B
NOMOR
TANGGAL

: 16 TAHUN 2012
: 10 APRIL 2012

TABEL RENCANA LUASAN POLA RUANG

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Rencana
Pengunaan Lahan Luas (Ha)

Kawasan Hutan Lindung 274
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 2.321
kawasan bawahannya (resapan Air)
Kawasan Perlindungan Setempat meliputi

a. Sempadan Pantai 363
b. Sempadan Sungai 2.852
c. Sekitar Danau/Waduk/Embung 32
d. Sekitar Mata Air 696
e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7.736
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya meliputi :

a. Cagar Budaya ((Makam Syeikh Abdul Manan (Batu

Ampar) di Kecamatan Proppo))
Kawasan Lindung Geologi (Karst kelas I) 2.039
Kaasan Peruntukan Hutan Produksi 593
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat 8.078
Kawasan Peruntukan Pertanian Meliputi :
a. Tanaman Pangan 31.733
b. Holtikultura 8.376
c. Perkebunan 318
d. Peternakan -
Kawasan Peruntukan Perikanan (Tambak Garam) 2.096
Kawasan Peruntukan Pertambangan 4.181
Kawasan Peruntukan Industri 1.271
Kawasan Peruntukan Permukiman 6.271
TOTAL LUAS RENCANA 79.230
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LAMPIRAN II.C
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

: 16 TAHUN 201
: 10 APRIL 2012

2

TABEL RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU

Struktur Luas Ruang Terbuka Hijau
No Kawasan kawasan kawasan Eksisting (Ha) Rencana (Ha)
Perkotaan Perkotaan

Perkotaan (Ha) Luas | Persentase | Luas | Persentase
1 | Pamekasan PKW 5.286 | 1.374 21| 1.633 21
2 | Pakong PKLp 832 216 3 257 3
3 | Waru PKLp 2.339 608 9 723 9
4 | Tlanakan PPK 1.885 490 8 583 8
S5 | Larangan PPK 1.097 285 4 339 4
6 | Batumarmar | PPK 1.998 520 8 617 8
7 | Pasean PPK 3.259 847 13| 1.007 13
8 | Pademawu PPK 1.619 421 6 500 6
9 | Galis PPK 1.161 302 5 359 5
10 | Proppo PPK 476 124 2 147 2
11 | Pegantenan | PPK 1.477 384 6 456 6
12 | Palengaan PPK 1.943 505 8 600 8
13 | Kadur PPK 1.663 432 7 514 7
Total 25.035 | 6.509 100 | 7.736 100

Sumber : Hasil Analisis
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LAMPIRAN II.LE : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 APRIL 2012

RENCANA LOKASI PERMUKIMAN WILYAH

I. PERMUKIMAN PERDESAAN
Permukiman perdesaan di Kabupaten Pamekasan, meliputi :

1.

2.

10.

11.

12.

Kecamatan Galis meliputi Desa Desa Pandan, Desa Lembung, Desa
Polagan, dan Desa Ponteh.

Kecamatan Larangan, meliputi Desa Peltong, Desa Trasak, Desa
Panaguan, Desa Duko Timur, Desa Montok, Desa Lancar, dan Desa
Kaduara Barat.

Kecamatan Pademawu, meliputi Desa Durbuk, Desa Sopaah, Desa
Majungan, Desa Padeleggan, Desa Tanjung, Desa Baddurih, Desa
Prekbun, Desa Jarin, dan Desa Pagagan.

Kecamatan Proppo, meliputi Desa Campor, Desa Pangbatok, Desa
Badung, Desa Tattangoh, Desa Srambah, Desa Panangguan, Desa
Jambringin, Desa Pangtonggel, Desa Samiran, dan Desa Candi
Burung.

Kecamatan Tlanakan, meliputi Desa Terrak, Desa Mangngar, Desa
Bandaran, Desa Kramat, Desa Larangan Siampar, Desa Tlesah,
Desa Bukek, Desa Taro’an, dan Desa Dabuan.

Kecamatan Waru, meliputi Desa Sana Laok, Desa Ragang, Desa
Tampojung Tengginah, Desa Tampojung Guwa, Desa Tampojung
Pregih, Desa Tampojung Tengah dan Desa Bajur.

Kecamatan Batumarmar meliputi Desa Bangsereh, Desa Kapong,
Desa Lasong Laok, Desa Ponjanan Barat, Desa Ponjanan Timur,
Desa Bujur Barat, Desa Bujur Tengah, Desa Bujur Timur dan Desa
Pangereman.

Kecamatan Pasean meliputi Desa Bindang, Desa Dempo Timur,
Desa Dempo Barat, Desa Sana Daya dan Desa Sana Tengah.
Kecamatan Pegantenan meliputi Desa Tanjung, Desa Pasanggar,
Desa Palesanggar, Desa Plakpak, Desa Ambender, Desa Tebul
Barat, Desa Bulangan Haji, dan Desa Tlagah.

Kecamatan Kadur meliputi Desa Pamoroh, Desa Pamaroh, Desa
Kertagena Daya, Desa Bungbaruh, Desa Kertagena Tengah, Desa
Sokalelah, Desa Gagah dan Desa Kertagena Laok.

Kecamatan Pakong, meliputi Desa Bicorong, Desa Palalang, Desa
Klompang Barat, Desa Klompang Timur, Desa Bajang, Desa
Cenlecen, Desa Banban, Desa Somalang, dan Desa Lebbek.
Kecamatan Palengaan, meliputi Desa Palengaan Daya, Desa
Banyupelle, Desa Rekkerrek, Desa Angsanah, Desa Akkor, Desa
Larangan Bandung, Desa Pana’an, Desa Patoan Laok, dan Desa
Patoan Daya, Desa Banyumas, Desa Rang Perang Laok, dan Desa
Rang Perang Dajah.
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II. PERMUKIMAN PERKOTAAN
Permukiman perkotaan di Kabupaten Pamekasan, meliputi :

1.

10.

11.
12.

13.

Kecamatan Pamekasan meliputi Kelurahan Barurambat Kota,
Kelurahan Patemon, Kelurahan Kolpajung, Kelurahan Kowel,
Kelurahan Jung Cang-Cang, Kelurahan Gladak Anyar, Kelurahan
Kanginan, Kelurahan Parteker, Kelurahan Bugih, Desa Teja Timur,
Desa Bettet, Desa Nylabuh Laok, Desa Jalmak, Desa Laden, Desa
Panempan, Desa Teja Barat, Desa Nylabuh Daya, Desa Toronan,
Kecamatan Galis (Desa Tobungan), Kecamatan Tlnakan (Desa
Ceguk dan Desa Panglegur), Kecamatan Pademawu (Kelurahan
Barumbat Timur, Kelurahan Lawangan Daya, Desa Buddih, Desa
Sumedangan, Desa Lemper, Desa Murtajih, Desa Buddagan, Desa
Sentol, Desa Tambung, Desa Dasok, dan Desa Pademawu Barat),
Kecamatan Proppo (Desa Samatan), dan Kecamatan Larangan (Desa
Blumbungan).

Kecamatan Galis meliputi Desa Konang, Desa Galis, Desa Bulay,
dan Desa Pagendingan.

Kecamatan Larangan meliputi Desa Tentenan Barat, Desa
Tentenan Timur, Desa Grujugan, Desa Larangan Luar, dan Desa
Larangan Dalam.

Kecamatan Pademawu meliputi Desa Bunder dan Desa Pademawu
Timur.

Kecamatan Proppo meliputi Desa Proppo, Desa Mapper, Desa
Pangorayan, Desa Panglemah dan Desa Billa’an.

Kecamatan Tlanakan meliputi Desa Tlanakan, Desa Gugul, Desa
Branta Pesisir, Desa Branta Tinggi, ,Desa Larangan Tokol dan Desa
Ambat.

Kecamatan Waru meliputi Desa Taganser Laok, Desa Waru Barat,
Desa Waru Timur dan Desa Tlonto Ares.

Kecamatan Batumarmar meliputi Desa Batubintang, Desa Blaban,
Desa Lesong Daya dan Desa Tamberu.

Kecamatan Pasean meliputi Desa Sotabar, Desa Tlonto Raja, Desa
Batukerbuy dan Desa Tagangser Daya.

Kecamatan Pegantenan meliputi Desa Pegantenan, Desa Tebul
Timur, Desa Bulangan Barat, Desa Bulangan Timur dan Desa
Bulangan Branta.

Kecamatan Kadur meliputi Desa Bangkes dan Desa Kadur.
Kecamatan Pakong meliputi Desa Pakong, Desa Bandungan dan
Desa Seddur.

Kecamatan Palengaan meliputi Desa Palengaan Laok, Desa Kacok,
Desa Rombuh, dan Desa Rang Perang Dajah.

BUPATI PAMEKASAN,
ttd

KHOLILURRAHMAN

87



V13d 13SNI

: 16 TAHUN 2012
: 10 APRIL 2012

HYoNMSRTI SN WA NYT )

AP0 YIS 1 VD SRS SN 1Y) YAMNS3 YY
B e

SIOZLVELE NYSYMYH

LAMPIRAN III.A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR
TANGGAL

vi3d Inanr

PETA KAWASAN STRATEGIS WILAYAH

NYSYMIWVA NILYANEYH
2E0Z - ZH0Z NHYL
{ MALLY ) HYAVIM ONVITH VLVL YNVONTY

NYVraaxad inanr

HNWLL YAYT - NYSYHIW Y
oesize (vzeo) ‘diaL Lo1"oN usjedngey “ur
NYSYMINYD NILVdNBYH HYLNININIL

BUPATI PAMEKASAN,
ttd
KHOLILURRAHMAN

88



68

JIqUIaS Jequio] Uep ueduele] UBJEWEDIY JO0JUOIN BSI(
Ip 3e3o119} Suedk uurg 3uele], Tejued ‘Ueased UBIBUIBOIY]
Anqiay] nyeg eso( Ip qelo19} Sueh Anqiay njyeq reyued
‘nmewoped uejyewredoy] 3unfue] eso( Ip e1L1a} 3uek
Suerwn reyued ‘Uueseuel], Uejeweday] [030] ueduere] esag

Ip eja[ta) 3uek weped sunfuny se], 1dy njrek wee ejesim

: nndrour eyesmired uesemey]

ueseuR[[ UBJEWERIdY A

‘ueased UBJBWERIIY A

{Irewrrewnjeq UBJEUIBOJY A

nndiow ueduepndiad

uep snpul ‘esel ‘ueduedepiod 11ISNPULI UBSEME]]
‘Teurlewnjeqg UeBjBWEOIY UEp Ueduete]
UR)BWEIIY ‘Ues[eUR[], UBJBWRIIY ‘SI[BL) URJBWERIIY ‘Ueased

UBjewWEdY ‘Nmeuwraped UejewWedY Ip Jeqoasio) nel ndwnt A
‘SI[eD UejewWeody] Ip UNpoly esog uep ‘uedeod
eSO ‘dunquuiaT BS9( ‘Uepued BSIJ UBP Nmeuwaped
UBjeweddy] 1p IJapung esod Uep ‘INWIL], nmeuwaped

[1093 nend-nemd

“eyesimired uep

udeuqurejrad
‘aeuesrad
uem33un
J03379s nndiew
eAureinias

uep einpep
JneT ueepue
uesemey]

uep ueueszad
uep eyesimired

qes cqesunf CeSeS uep BINPEN ‘snput

“ eSO ‘Ue Boﬁmm eso( ‘uedunle]y eso( ‘uedeled eso(g wenemndoy] ‘weungosad

usyednqey yunppeq esa( ‘Ueseue]], Uejeureody] Ip JIsIsod ejuelg reS8unio) ‘rerore)od

rep uweSuomoy Bso uep ‘133ur], elueld eso  Nndiow weles jequie) i wesemey| TemnsSsun

! . : nndiew ‘ueuesnied eAEpIpng uesEMEY BINPEBN J033[9S U‘TQ:oE

uoyednqgey] S - -INpey UBJeWweddy A uenernday] unemndsy]

ISUIAOI] Q@@«Q@QOHQ@MO& uelewedoly] 4 QGH—EOQO.HM/\ uep eINpeN

ep ue3uomal] ‘Buosed UeIEWBIDI A uesemey] uesemey]

uesredniow ‘NIep UBTBWEISY A rvINpEN uerepue
EIS : mndrjow uejrfodoidy uesemey] TWIOUO0XF UBSEMEY] uesemey - INONOMA 1
ueSueuamay NALVANEVH S) asy NS z<¢.wmanﬂwmmm oN

NVSVIHNVd NHLVdANIVI HVIHEVA NVINLVIHd -

SIDALVILS NVSVAMVI NVIDVAINAEd T4V L

¢10¢ TIadV OT -
¢10C NNHVL 9T :

TVOONVL
JONWON
q'III NVIIdINVT




06

uarednqgey
ep ueduamoy]
uesredniow
uajednqgey S

oddoid uejeureddy] suning pue) €so( Ip IpUed ueundueq

esis uesemey] edniaq nired yeielos ueredduruad uesemey]
‘ue3uete] UBJEUIEIY]

S01UON BSa( IP Iseso1aq 3ueA ‘9[0], OO WeseW A
uep ‘uesespwed uejewreddy] unfedjoy] ueyerniayf

Ip 1sesolIoq 3uek ‘eoey] njen-yoddag Sunyn wesewr
‘ueased uelBWERIIY

Ieqelog Bsa( I Iseyol1aq 3uek ‘[[ezon) UI0AS WeeW A
‘uesesxjoured uejyewedoy] Junfodio3] ueyeIney]

Ip 1seso[Iaq Sued ‘(I wrers] efey) nemosnso33Uoy Wesew A,

: pndiew wesew uesemey|

‘oddoid uerewreody] Ip

UBUURBIN [NPQV UIPAS wese]y edniaqg eAepng Jesed UeSemey]

vAvdnd
TVISOS

‘uexeUeR]], UBJBWIEIJY UELP NMEUWSPEJ UBIBWIEIY IP
niref uejeag rejued uesemey nndiow ueljodeuriu UBSEME]
‘nmewaped UBJBWEII
p vedwn3uad ueyngored uep uedueIe] UBJBWEBIIY]
1p urng Suere] ueduwnduad ueynge(od Uesemey] A
uep {ueased UB1BWEIIY]
Ip Anqiay njeqg ueyngerad uep UeNEUEL], UBJEUIBO9Y]
Ip vluelg ueynged nired ndwmsuod ueyngerad uesemes|
: pndiow ‘ueynqgeod uesemesy
‘nmewaped UBJeWEIDY UEpP ‘Ue3ueIe] UBJEWBIIY]
‘uesesoured uejeweody Ip yedepio) uejeng ejesIm A
uep ‘{uesesoured ueyewreody Junfledjoyf
ueyeIn(ay I1p ([ wres] elfey) nemosxnso33uoy] WeseN
uep oddoig ueryewreday 1p (redwy nyeqg) ueueN [Npqy
UMIeAS uresiey ‘3uosed UBEUIRO93] Uep NIep|, UBJEURIdY Ip
sjouog 1deg sajuoy elesim uep ueduere] ‘sifen ‘nmeuwrsped
‘ueseue]], ‘Ueased ‘Tewlrewinjeq UejeuIeddy Ip rejued
Ip Jnel ned ereoedn ‘Uesesolied UBIBWEDIDY Ip BpEIAq
Suek eanpely 1p werewos uep ideg uedeioy] niodos ereoedn
uep Ueruasay eAepng eyesmm 3040 nired eAepng ejesim  a
{reurrewrnjeqg UB)EUIBO9Y]




16

NVINHVIINTITOH
PN

‘NVSVIANV LLVdNd

es[euy [ISeH : Iaquing

uarednqgey

uep ue3duomal]
uesedniow
uajedngey] S

“eH 9+¢€ YIqol 3ueiny] senj ueduap
nmeuwaped UB)BWEIIY UBP ‘SI[er) UBJRWRIDY ‘UesBUEB[],
uejeweddy] Ip jedepial Suek nexeq ueinyleq reyued uesemesy

NVONNAIMNONIT
DNNMNA VAVA
NVd ISONNA




6

‘Yereqg [NQ9], e©S3( ‘ISpusquuy
esog ‘mmuwri], uedueng esa(g
‘Jereg uedueng eSO ‘Yelde[l
BsSo( ‘Jnuil], Ngo], ese  nndiow
dued ‘ueuoiluedod UBIBUWEIIY

‘Surqurey]
uep nexequo)l ‘edeoy ‘ueinquiel
‘aerinp sIseqJtoq SB}IpOWOol]
ueduequoaduad ueyele Ue3IUIP
‘duelfeg eso uep ‘uequeyqg eso(q
‘yereg 3uedwory] esoq ‘Suerered
BS9( ‘Suoded eso ‘Moqqo] eso(
‘duoioorg esog ‘Suerewos eBSI(Q
‘anuir], duedwory esag ‘INPpPas
Bso(Q ‘uedunpueqg eso nndiow

duek ‘duosed ueleureday]

“eAedad uep 3uesid
‘Sfefes : ure] eJejue uUeyenq
-yenq sIseqJIaq SBIPOWOol]

ueduequaduad ueyele ue3uap
‘duedey eSO Uuep ‘yelduq],
dunfodwre], ®esog ‘yeursdug],
dunlodure], Bsa(g ‘emnn
Sunfoduwre], eso ‘niep JIoquing
eSO ‘oe] eueg esog ‘anleg
esog ‘yrdaig Sunfodwe], esag

nndiowr Sued ‘nriep UeleWEIIY 9
: myred uejjodoidy uesemes|

ueesopad uesemes|
ueduequasiad jedooroduwowr
snjun uayednqgey 1p ueljodoide

epaddeg qe’ addv redeqos uesde}ayp Suek uesemey] uesemes] ueduequodudd | B
uejidoide
uesemes] ueduequioduad | I°T
ueesoplod Uelerday jesnd uepnlnmiod
(NVLVIOA/NVNVAVTAd
LvsSnd NVvanrnmidd)
DNVANYT dNIMNALS NvdNrnmadad
Y€ Cc|1T|S|P €C|T|S V| E€E|C S|\ v|l€|C|T euesyerad eueq a cowo curean weiSor o
¥ NCdA € INrdA ¢ NrdA T NrdAa 1suejsuy Toquing eresog ISe¥y 0] n d N
aporidd
INVADOUd ISVAIANI
TddV.L
¢10¢ TIddVv 0T - TVOONV.L
¢10C¢ NNHV.L 9T AONON
NVSVIHNVd NHLVdNIVY HVIHAVA NVINLVIHd - Al NVIIdINV]




€6

epaddeg qey] dddv 3uoxed uep nIiep ueejosIod ueduequagduad yedodsodwoly | q
Inpey ueejoxiad uep
ueedualed Ueelo3Iod ‘ueudjuedod
ueejosiod ‘oddoid ueejosfiod
‘SIren ueelolIad ‘nmeuwaped
ueelo3Iad ‘Ueased ueelosIod
‘reurrewinjeyq ueeelodIdd ‘uedueie] (31dd)
ueelo3Iad ‘ueseue]], ueelosiod : ddd uesemey] ueuelead yesnd‘(d31d)
nrep ueejosrod Isowold [esqo] uejerday] yesnd
uep 3uosed ueeloxidd : dTid ‘(Mm3Id) yedenipm uererday yesnd
epaddeg qed addv uesesowied UeejoxqIod : MId | redeqas ueelosiod ueduequodudd | €
ueejoyiad
uejersday jesnd ueduequaduad | 1T
ueel03Iod UejeIday jesnd uepnlnmiod
ueesapad eueseseid
epaddeg qed dgddv uep eueles ueduequadudd | J
ueejos1od uep ueesopiad uelersay
epaddeg qed] dgdv yesnd sejIqsasse ues1es(3uIu9d\ | 9
uen3d3un
J0)9s uesIeseplaq ueesopiad
epaddeg qey] dddv uesemes] ueduequadudd | p
HIpueW BILD3S Uueesapiad
epaddeg qey] dddv yeedog eso(q e uesemey] jesnd ueduequiodudd | O
uep ‘re3d3uesed eSo( e ueesopiod uesemes
‘qedu9q], anleg esog e duenu eje} eUBOUAI UBUNSNAUY] |
epaddeg qey dddv ‘anuwir], odwa esa(g e ueduns3ur] ueueie[od jesnd | e
Blreliylog
Bsa(q jesnd ueduequaduadd | 71
‘uejrjodosde 3uelunuad
epaddeg qed dddv JNANVNVANY ueyjodoidy uesemey] Inpniaselur ueduequadudd | q
anyajed
wrele uep ehledad ‘Buesid ‘ede[oyy
‘ueurd sIseqJaq SejIpowos]
ueduequoaduad ueyele Ue3UIP
‘gorewred es9(( uep ‘anpey esag
‘sosdueg eso( ‘yoiowed eSI(Q
nndiow 3ued ‘anpey] uejeweddy ‘Y
"UeHnp Uep ueinquel
‘ogeo  ‘idoyy ‘Buesid  sIseqioq
SejIpowoy] ueduequaduad
ueyeie ueduap Sredsteld
eSO  Uuep ‘tfeg  uedueng
eso( ‘ejuelg uedue[ng
BSo( ‘aeuoluedod Bso(
v LARAKS s euesye[ad eueq u
¥ NCdA € Nrdd ¢ Nrdd T NrdA 1suejsuy Toquing eresog Iseyo] ewre)() wessoid ON

aporidd




L4

€

(4 S

149

Y NCdA

€ Nrdd

aporidd

epaddeg ygeue], ueIiuaday]
‘Ndg qed] dgddv uesesouwed uajednqey yedem ISBWLIOJU] UBUNSNAUQ] | P
epaddeg
‘Ndd qed addv uesesowed uojedngey Yyeke[ipy | Yeue], ueinsndusdd Uep ueejowdd | O
3ueny eje], reyed
eUBOUQY reAundwow yepns 3uek
ueejosiad uesemes| eped 1Iseu0Z
epaddeg qed addv uesesowed uajedngey Ip ueelosIod ueejeUod UaWINO( ueuNsnAudd | q
reied
eUBOUQY reAundwowr wnjaq 3uek
ueejo3Iod uesemey sueny ele],
epaddeg qed addv uesesowed uajedngey Ip ueelosIod BUBOUIY uUawnsjo ueunsniuad | e
ueejoyidd uesemey
Sueni ueejeuad uepn[nmiad | Z°Z
ueyIpIpuad sejlise uesreqiod
epaddeg qey] dddv uesesouwed uajednqey yedep | uep ueduequaduod ‘ueunduequied | U
uesesowed uajedngey yele[im "UeMOH Uejeyasay jesnd ‘¢
‘nrem
uep ueualue3dod ‘ueeduored ‘3uosed
‘oddoid ‘uesesoured uejEWEIIY] uemaH 3uojod yewny ‘g
‘uemay Jesed I
‘Jewrewnjeqg uep ‘niep ‘3uosed : uereqiod
epaddeg qed] agdv ‘oddoig ‘uelduere] uejewreddy] | uep ueduequadudd ‘Ueunduequio | 3
‘Jewrewnjyegq
uep ‘ueased ‘ueedudred
‘nrep ‘anpey ‘ueuaiuedad ‘Suosed
‘oddoig ‘sien ‘ueseue]], ‘uedueie] ‘wnuwn Jesed uesreqiad
epaddeg qed dddv ‘nmewoped ‘uesesjowed UejewWEIdY | uep ueduequaduad ‘ueunduequidd | J
‘eAuure] ueleyasoy]
‘Jewlewnjeqg uep ueased BURBIESEIJ UBP npueisod
‘anpey| ‘ueedudled ‘ueuoluedad ‘Srurpod ‘njuequiod sewsassnd
‘oddoag ‘siren ‘uesfeue]], | ‘deu] yemey sewsassnd uereqiad
epaddeg qed] dgddv ‘ueduere] ‘nmeuwaped UeleWROY | Uep Ueduequadudd ‘ueunduequiad | 9
suosed 13eS yewny
epaddeg qe’] dddv uep ‘nuIep UeelOIdd ‘Uesesouwed uejlex3urusd /ueduequadusd | p
‘uesemes|
‘ueseue], dursew-3ursewl 1sgunj ueduap
‘anpey ‘sien ‘nmewoped ‘oddoid rensos ueejoxrad ueduequaduad
‘ueeduored ‘ueuoluedad ‘ueduere] duoJopuswW JNjuN IOUOd
epaddeg qey addv ‘ueassed ‘Jewrewinjeqg ueelosIod -Tersos eueiteseid ueunduequiod | O
ueejostod
euesye[od eueq u
Isuejsuy I_qung eiesag rseqol vwrey) weisold oN




S6

— (Buedureg uojednqey seijeq)
uoquIQ ‘reqel}os — uesexouwred
‘douowing uoyednqgey] seyegq

— Ieqejos — 3ueduwreg uojednqey]
sejeq sent pndiow uesesowed
udjednqey] Isejurow 3uek
eInpe nemd p uesduequaIp
yepns 3ued Jowrid 10339103

aporidd

Nnd seulq qed dddv uerel reeqos 1suraoad uerel sena - ISUIAOId UB[E T
‘douswing - reqeloqg —
3uede}ay] — uepued nng sunlue],
— ueresdueg Sendt seje Liep LIIpIa)
BUBOUAI [BUOISBU S13ajen}s uerel
pelusw 1suraoad uerel rep erein
sejul] ueduequoduad BUBOUAL -
uep ‘{jo3uelrey]
— douowing — uesesowed
— 3uedwreg - uerex3ueyg
— [ewrey] sendt seje LIpia)
NadVv eINpeN Nend Ip UeX3uequiaxIp
‘doxd qgdv ygepns 3ue sowrnid 119)1e (rownid 11911y) TEUOISEN Ue[E[ ']
nd seur | ‘gqed dddv uerel reSeqos [euolseu uelel senr - uele, ueduequaduod BUBOUIY | B
jerep |
1sejlrodsuer) walsis ueduequaduad | ‘T°€
BWE) BUBIESBI] WO)SIS uepnnmiad 1°¢
eUBJIESEI{ WlSIS uepninmisd
ue1eyasay]
seuIq uejeyasay
‘nd seurq ueueAe] ueduequoduad
“epaddeg qed] dgdv uesesouwred uajednqgey yeleipm SNpuUj BuedUudy ueunsniusd | [
Nd seuld dINI
‘epaddeg qed addv uesesowed uajednqey yedem uesemedudd Uep uelepuadudd | I
dnpiyg ueduns3ury
uep 3uena eje], uel[epuaduad
epaddeg qed addv uesesouwed uajednqey yedem ueedequoay uedejuewdd | 4y
dnpry uedun3urg
ISBWLIOJUI W3SIS UeunsnAuad
uep {dnpryq ueduns3ur] sjedweq
epaddeg qe’ dddv uesesouwed uajednqey yedem uel[EpUdduUdd Uep uesemedudd | 3
SIILIY Uesemey ueejepuad
‘epaddeg qed] dgdv uesesowed uajedngey yeleipm Uep ueelowWod ‘uenejuewy( | J
uajednqes]
Uep uelewWeday ‘Ueyein[oy/esap
epaddeg qe’] dddv uesesowed uajednqey yelem [goad aseq ejeq ueunsniuad | @
euesye[od eue u
1suejsu] Iaquing eresag rseqol vwrey) weisold oN




96

Jnuwir] odwa( - yeleg nIepy 1€
yeduo], yeues - anleg 0¢
ueudjuedad - ueedusred 60
uBUQlUESY] - J03ed Q7
jereqg infng - sjewrewnieqg Lg
efey] oJuo[[, - nIepm 97
jereg Jnlng - ueuajuedad Gg
sjoeT uee3duadled - M03[eg +C
offoyngs - INpe3  €¢
ueseue[]- Jn3o[Sued g
yeduo], inlng - snuwiyl, 3unhg 1g
snm3-3nno - uedunpueqg (g
uewolIddued - jereg inhg 61
uewolLId3UEd - ueedudled QI
sIren - yayuod LI
sede) - sien "dg 97
Inuirg,

nmewoaped - jereg nmewoped Gl
sien ‘ds - Sueuoy I
duepnn - Jnuwir], nmewaped €1
3ueuoy] - uedeppng gl
dueuoy] - Opung 11
lepung - yrfeyniy - 01
ue3do[oped - INWlL], nmewoped
JNWIL], nMewdped - Jopung
Jopung - Uape]
nuwi], elo], - uape]
Jnui], elo], - uowajyed
wo,01r) - Jnuwr], elo],
sjoe] ueedualed - uendeuad
wo,01r) - yoduepe],

wo,01n) - uelepueqg |
: senu nindijowr Jownd 1es[o] uerel
sent redeqos wnuwiuiw uejeredsiod
ynuadiol e33uryas uesnep
uerel uereqorad vURBOULI NJUN “Uerel
ueserastod  sejensy  uejessuruad
uep JI9PW 9 > uerel sens

AN M <N OO

Nd seulg qgeld dddv ,Q.muamnm ﬁdﬁd.—, Qﬁhﬁﬂvﬁvg Ue3iNdeeN QOHGQSO—MM uegrer uerer ‘¢
uesesowred
v|€le vielelt[s[v[ele[1[s[v[€E]e I eueq N e tean wresos
v Wrdy € Wrdy Z Wrdd T NCdY rswesug soqung | exesog Isesyo] n d

aporidd

ON




L4

€

|1 |S |V

€

c|I

L6

3unpeg

ueduele] - joeT nqeeAN
duerewog - JNpPpPas

Jeduy njyeq - Uad9[uld)
duedureg

's1g - 3qoeT ueeduared
yered ‘ped 'dg - yereqg ‘ped
dunqure], - uerereAN
uedunqung

- Jeleg UBUUI,

Jrereg odwo(g - Anqiay] nieg
IISIS9d Blueld - BluRlg
duedureg s1g - uewal11a3uad
3uepurg - yereg odwoQq
anpey] - yoiowed

ygeden - j0JUON

sjose( - jeleg nmewoped
sjose( - sunquie],

uededod - [030], ueduere]
uededod - uedwouedq
3unquo - sien

ue,0JE], - (N3N0

wo,01r) - uendeuad

inpey - uedueie]

syesei], - uedunqunyg
jereq elo], - Susjuo]
UQ29[Ud) - yeteqg BIENpey
gequie], - jjoe] ueeduared
dueyurg

nyeqg - Jnwi], ueueluogq
Jereqg Suedwory - Suosed
uBUolUEZYd - uedunpueyg
jereq infnhg - 3ununo 30D
3y03[og - uesesxowed
jy03[eg - uedunqunig
3oe]

ue03l0d - Joe] duerad3duey
ueeduored - 3UdjuUd]
yeduo], eueg - jereqg odwa(
Jnuwr], 3uedwory - Jnpey
yesuo], eUES - jeieqg niepm

L9
99
S9

9
€9
9

19
09
6S
89
LS
9s
SS
125
€s
¢S
1S
0S
ot
8%
LY
9%
St
14%
1954

4%
I
0)7%
6¢
8¢
LE

9¢
S€
125
€e
4

S|¥|€|C

Y NCdA

€ Nrdd

¢ Nrdda

T NrdA

aporidd

ruesyead
1suejsu]

eueq
Iaquing

u
eiesog

Isexor

euwre)l) weisoird

ON




L4

€

|1 |S |V

€

c|I

86

uenqga( - JeSuduey
uedelod - Aeing

yoneg - 3oeT nqereAN
JISIS9d - NIIoqUIE],

sfeoueld - Jnwi], odwaqg
N3a) - In3orduad

ueeued - yeues3uy

ueeued - J1IY
Jed3uesared - 30oey]
Te3d3duesored - Ileq uedueng
jered [ngo, - 3uoxed

JenT ueduere] - uednlnin
O[I[03[0S - were ueduete]
uedunley - Jnwii], nmewaped
[01UQS - eAe( UBSUBMET]
ungseid - ueduepowing
ueqete], - 3unpoiry

uede[od - jeieq elenpey]
yese]], - I33ul], ejueigq
Teduduen

- redwre[g ueduere]

yereqd elo], - 301309

uede[od - yajuod

yeduo], yeuadelidy - e[esns
Jedurery - yisng

yeurd3dua],

‘dure], - emnn - Sunmlodwe],
uededod - uedoeped
uedeldod - uedareped

eleq

19s3ua3d9], - ele 1os3uada],
Jereqg ueueluod - 3uodey
duejuiqnieqd - elfeq Suosa]
elueIlg

uedue[ng- ifeyq uedueng
3unpuo - jose

JIpoy - ysng

Jodwo] - uedeppng
yrfeympy - wnreg

(021

(021

o1
66
86
L6
96
S6
6
€6
¢6
16
06
68
88
L8
98
S8
8

€8
4]
I8
08
6L

8L
LL
9L

SL
122
€L

<L
V2
0L
69
89

S|¥|€|C

Y NCdA

€ Nrdd

¢ Nrdda

T NrdA

aporidd

ruesyead
1suejsu]

eueq
Iaquing

u
eiesog

Isexor

euwre)l) weisoird

ON




66

[ sefoy 1de ejo193 UNIse}s

Nnd seurq qed addv uesesowed UBJEWEBIIY] ueduequaduod BUBOUIY e
‘uesedowed — suedureg
— uereddueg neN dy 819193
21 anrel 1requwey uesdnpry3uawx

Nnd seurg qed addv uep douswing — uesesowWed — [EWEY anpel ISeSI[elAdy e
“eAeqeing 1p uerdeejarosjiad uedurrel
oy e®INpe|N nhemnd ueldeejaiosiod
anrel uedurrel uedunqueiusd

uep douowng - uesesowed uerdeejotosjtod

— Suedweg - T(ewey - ueeydueqg anrel ueduequoduad ueyely e

: pndrow de ejo103]

nd seurq qed] agdv uedurrel ueduequeduad BUBIUIY

4
.v.v Emw.mmm m.v Emm.mw = N.v Emh.mmﬁ = H.vEmh.mM“ CrESARIod eued by Iseyjo] ewre)() werdoid ON
1suejsu] Iaquing eresag :

aporidd




L4

€

(4

S

14

€

c|I

001

S v €|C

Y NCdA

€ Nrdd

¢ Nrdda

T NrdA

aporidd

ruesyead
Isuelsuj

eueq
Iaqung

ep ne[ Iiseyodsuel) tuele[ow
snjun ueased UBJeweddy]
Anqiaoy nyeg eso Ip ueyngerod
nndiow suraoxd Iejue
sejur] uedueiaqafuad eIewIdp

ISuemniueg
uep opuoqniig ‘033urjoqoid
‘aenunsed o udjednqgey]
LIep 1sejiodsuer) ruefeow ynjun
ueduele] UBJBWEOJY  OJUON
eso( 1p 3uuig 3uere], ueynqered
nndiow uayednqesy] Jejue
sejur] uedueiroqalkuad eFewrop

‘uedueroqoiuad
uep neuep ‘reduns uvedungnyiad
uedurrel ueduequoduad BUBOUIY

‘ueased
— JewJewnjeqg - UeUllUE39d
uep ‘oddoid — yisng

‘ueuoluedod — yidng

‘ueeduored - yrdng

uededod — eAe(q uedueme]
‘3uosed — eAeq ueduemer]

‘anpey] - eAe ueduemer]

{IISIS9 eljuelg — eAe( uedueme]
{reqejog — eAeq uedueme]
‘uedo[oped — eAe(q uedueme]
‘y3ng - N30

‘eAeq uedueme] - 3N33H

wnuwn ueins3ue 93l
ednioq uerer ueins3uy ueueAe[ad
uedunre, ueduequaduod BUBOUIY

ueased UejeWEIY]
Jewrewnjeqg UejewWeIdy]
3uosed uejewWEIIY]
ueualuEB39d UejewWBOdYy]
ueedualed UBJBWEIY
INpey uejeweday]

odoid uerewredoy]
uedueIe] UBJEWRBOIY
SITED) UBJBWEIY
nmewoped Ue}euweday]

nrejp\ UBJBUWERISY

ueseUE[], Ue}eweday]

D adi], reuruig],
ueduequaduod BUBOUIY '€

g adn pelfuow O odny reuUrIUIS)
ueueieod uejesdurusd ‘g

v odn pefusw g 2dn} Teuruio)
ueueAead uejesdurusd ‘I
uerel ueins3ue euereseid
uedunrel ueduequoduad BUBOIUIY

u
eiesog

Isexor

euwre)l) weisoird

ON




101

uessue[ad ueueleod
ISeIISTUTWPe WI)SIS IsesHainduoy

N1d JNseurio) dunsinpuad
‘nd seurq qed dgddv uesesouwed uajedngey] yede[ip, | INnijseljul ueyex3uruy( | J
SLI}ST] SE}ISe]
uede[19} wneq Jued uemuny
N1d gekeim-yelenm snjun nreq
‘nd seuiq qed dddv uesesouwed uajednqgey yedeip | sjisyy uedunrel ueduequoduod | 2
eAIns 1310U0 edniaq
N1d Jeusoye  NLNIISI I3I0UL  JoquUINS
‘nd seurq qey dddv ueleweddy yninRg | uesuequeduad  uep  uenIRUY | P
NT1d npey BSSBWOI(] 310U edniaq
‘nd seurq qed addv UBJewWEOdy] Uep Ueduele] UBJEWERIIY | 9AJBUId)[E [3I9U0 ueduequadudd | O
ueseue[], NI11d edniaq
N1d UBjeweOdy] Jewesy] Bs9( ueseleqiod | (UesIIIsIey MIsnpul) uesnreqla)
‘nd seurq qed addv uep jequy eS9 Ueseleqlod |uep nieq [319Uo  uesenpled | q
N1d
‘nd seurq qed addv uesesowed uajyednqgey Yyele[im sst uedunrel ueSuequioduad | €
110Uy eUkBIESEBI] | |
qed addv uedue, walSIS ueduequadudd | ‘gE
eAuure] eueleseld WolSIS ueduequadudd | g'C
ure] IsurAold o uajednqes Lrep
ne[ 1sejyrodsuers) ruekleow ynjun
ueased UeBJEWRIIY ANQIdy nieg
eso Ip mdwnduod ueyngeod
uep {IduemnAueyg uep opuoqnilg
‘033urjoqoid ‘aeninsed
nmusw usjednqgey 1rep 1des uep
3uereq uelns3ue IUBAR[OW YNjun
nmewoped Uejeweddy uededed
esod 1p uedwnduad ueynqed
‘eme nend 93 yeise(q
LIep 1sejrodsuer) tuele[owW ynjun
ueduele] UBJBWEOIY  OIUON
eSO IPp 3ele[telr 3Juek Juuig uedwn3duad ueynqgerod
nd seulq qed agadv duere], ip vedwnduad ueynqed = ueduequaduad eUBOUIY | q
qnysig ueseue[[, Uejewreddy] Ip ejuelgq
‘nd seuiq qey aadv ueyngerdd ueduequoduad = mdwn3uad ueynqeed eueduay | €
e[ 1sejrodsuer) | g
Nnd seulq qey dgddv uedurrel wajsis uesuequaduod | ‘1°¢C
ueseue[], duereq ueindue
ueleweody J[030], uedueie] eSa(g reururza) ueduequioduad BUBIUY
"ure[ 1ISUIAOId Jen 93 uajednges]
.v.v Emw.mmm m.v Emw.mmﬁ = N.v Em.mw = H.vEmh.mMﬁ CUESATISd eued by Iseyjo] ewre)) weisoid ON
Isuejsuy I_qung eiesag *

aporidd




01

‘dueuad I'q =

‘uendeued ['q =

‘eoue T =

Snqoy 1'da =

‘redwey[ 1@ =
‘uedunquinig ydey 1’ =
‘uednmin 1'q =

JongIrdg =
‘UQUIYTUID [ =
Teg g s

‘uedunquinig ' =

‘Angrayynjeg 1'q =
Buejuigmeg 1'q =

aporidd

el ‘yesjos3ueg ['q =
nNdseurd| 9eydddv| O0LL'€ 'sered 1'd =
ISUIAOI]
Jejurouwad ISUIAOIJ VH
R Nd Seuld addv c9t'C uelwes ['d = ['d uejeejuellsd | q
epaddeg qed addv uayednqgey] yede[ip | Iy JoquING UeelOWRd Uep AoAIng | e
Iy eAe Joquing eueleseld | €
uajednqgey] yelelim uedurrel waysig ueduequaduad | 'g'S
ISejuowINy o Uep ISBULIOJU]
‘asesrunwoy] suelunuad euereseld
ojurwos[qny
Uep euelIeS UeyeqUEBUdd UEp
qed] agdv uajednqgey] yelelim ISBWLIOJUI WA)SIs ueduequaduad | p
"BUWBSIo( BIBIIS
OJUIIONANH (uonels JoaAROsURI], 9seq)
“Wos[oL nels I L d) Ssld
. Jomo)} UueeIpakusd Ueduap mnirek
Nd seulg
: qed] dgdv uajednqgey] yehe[IM | ISETUNWON[], ueduequaduad | O
EEELEIEN
Ue3uLIe WIISIS UBWIOPad
ojuroyqnpy d £ ng .
woR[aL qey agddv ualedangey] JeAelim ueBUNSNAUSd UBp Ureleudd | 'q
By[}BWI[],
qe’] dddv udjednqgey] yele[im uedulle, ueunduequod | ‘B
ed[ewalo], eURBIESEI] | ¢
uesesouwred uajednqgey yelepm ueduLrep walsi§ ueduequadudd | ‘'S
N1d
‘nd seurq qey dgddv uesesowed UBjeWEIIY snpur npJesd uegduequadudd |
LLNS
systy uedunrel ueluequaduad
N1d oddouiq | eaxe eped ISBAIOSUOY]
‘nd seurq qe’] dddv UBJBWERIOJIY] — UBSEYoWRd UBJEWERIJY | ueate ueduequaduad BUBOUIY |3
euesye[od eueq u
1suejsu] I_qung eiesag rseqol vwrey) weisold oN




€01

‘nd seurq qe’] dgddv UuBlEWERIOIY ‘UBSesjoWled UBJBWEIY] BlJEW LIEP WNUIW JIe UBBIPIAUI]
Nd seurq qey addv uayednqgey] yeAeipm Iy Joquing ueeleyIlouwad
yrsiog Iy uedunepr
Nnd seulq qe’] dgddv uayednqey] yederrp ueeIBI[oWd Uep Ueunduequiad
‘Suoded uewe] ['q =
uep {1osduen uewe] ['d =
IS I =
‘uveweludg [’ =
‘diueg 1’ =
‘ueuojuedod I'q =
‘ueueloed 1 =
‘uerooued ['q =
equQO I =
‘01eAN I =
S Elets i Wa
‘godioy 1 =
‘uewaIdy I'd =
SPUSY ' =
‘ungay 1'qg =
‘yodueip 1 =
‘sedeH 1'q =
SugIrg =
qJoingIdg =
qJrongrg =
qJrongrdag =
ongra =
qodwag 1’ =
‘nuir odwag 1@ =
Buondued 1'g =
goumg 1’ =
‘odung 1’ =
Buereyi njeg 1’ =
Buereg 1 =
Bueleg 1 =
‘gojoed g =
‘esjos3uy ['q =
‘ueuolo, I =
‘nrep uewel 1'q =
et 1q =
‘Buodwoig 1 =
‘uedelod ' =
.v.v Emw.mmﬁ m.v Emw.mmﬁ . N.v Em.mw CUESATISd cued hy Iseyo] ewre)() wessoid ON
1Isue)jsuy Ioquing eresag :

aporidd




Y0l

Nnd seurq ‘ueedualed uep uedeue[],

‘epaddeg qe’] dgddv eH & ‘duosed ‘ueduelte] UBJEWERIIY dunquwo uepedwas O

Nnd seuirq eq INpey ueleweday]

‘epaddeg qed addv 2S8'C I[eNO9y UBjRWEIIY Yninjas 1 reduns uepedwos ‘q

Nnd seurq uejelos rejued irsisod uesemes]

‘epaddeg qed] dgddV | "eH £9¢ uep erein rejued disisod uesemes| rejued uepeduwoas ‘e
jedwajes uedunpuripzad
aquiow Suek uesemey| | €°1

are uedesal uesemes] pndiow
eH eAuyemeqip uedunpurprod

epaddeg qed addv 12€°C uayednqges] yeAerp ueNLIeaquawW 3uek uesemey] | ¢' 1

nmewaped

epaddeg qed] dddVv | BH v.C UBJBWEOIY] UBp SI[er) UBJBWRBIIY] dunpur ueny uesemey | ']
3unpur] uesemey uepnlnmiod

DNVNY VIOd NvANNMAHd
uedduored elur], imndwnT ueeoeduad

Nnd seulq qed dddv ueleweody] yeuesdy eSO IP V4L | Isue[eisu] wajsis ueduequoduad | O

uesesowred
uajedngey Ip UeJBWEIIY
Sursew-3ursew 1Ip ISdL e
ueased yeduwes

Nnd seulg qed addv uejewWeOdy] 3ueplg SO IP V4l e | eueseid uep evueles ueunduequisd | q

ueyedwesiod

nd seurq qe’] agdv uee]oslod UBSemEY] ueld J91SBJN ueUNSNAUod | €

uesuns3ur] eueleseld |

nd seuiq qed addv uayednqgey] yeAerpm ueduLle WalsIS ueduequadudd | ‘'S
ueedualed UejeWEIY Uep ueduele]
uelewWeOdy ‘Ueulluaded UBIBUWEIIY]
epaddeg ‘uesesjowred uejewWeIY ‘Suoxed Jre uedundweuad 3xeq

‘nd seurq qed] dgdv uerewreddy] ‘oddoiq ueyewreoay | ednuioq ire eureseld ueunduequiod | 3
ueduele]
UBJewWEOY] Uep ‘INnpesy] Uejelreddy]
‘ueeduoled UejBWEIAY ‘UBUIUEII]
ueleweddy ‘duosed UejBWEIY

epaddeg ‘Tewirewinjeq UejewWBIdy ‘Niep yIs1oq Jre 1sestuedid

‘nd seurq qed addv uBjewWEIdY ‘Ueased ueleweddy] | edniaq Ire eueiesel ueunduequiad | J

ueedualed UEBJBWEIY
uep ‘Jewrewnjeqg UejBWEIdY]
‘nIep\ uejeweddy] ‘ueseue]],
uelewreddy] ‘oddoig uejewreoay]
‘Ueased UBlBWEIIY ‘UrUalUEB3]
uBjeweody] ‘Suoiyed UelewWeddy
epaddeg ‘ueSuele] UBJEWEROIY ‘nmeuwaped are
.v.v Emh.mmn m.v Em.mw . N.v Emh.mﬂm : H.vEmh.mNM CrESARIod eued by Iseyo] ewre)() wessoid ON
Isuejsuj Iaqung eiesag :

aporidd




So1

‘aeueInyoy] NgdVv ueseue[], UeJeweddy] =
seurq | ‘doid qgdv NnIep| UBJeWBOdY = ueny uesemey sejeq
‘epoddeg | ‘qed] dddv | BH £6S Jeurewinjeq uejeweddy | uedejuewidd uep  ueinn3ud(d | |
I
IS{Npoid ueiny uesemey | ‘'1°¢
ueny uesnjuniad
uesemes] ueduequadudd 1'C
eAepipng uesemey] uepnnmisd
ueeduared
ueleweddy] uep oddoid uejewWEIIY
‘uesesowed UeBlRWEROIY ‘Inpey|
uBjeweody] ‘Suosyed UBleWEIIY
nd seurq eH ‘nrep\ Uejewedady] ‘Jewrrewnjegqg
‘epaddeg 6£0°C ueleuwRO9dy] ‘Ueased UejeuwIBeddl] [ Se[ey 1sIey] uesemey]
130[09DH 3unpur] uesemey | G'|
ye[os[os
-yejoses eped  dnpry ueduns3uly,
nd seurq uerelejod vlEW SNqe[Is Welep 93]
‘epaddeg qed addv uayednqgey] yede[ipy | WER BUBOUI(Q, [IdJEW UBLIOqUA] | P
Nnd seurq ‘yesreredlsew
‘epaddeg Ip edequol-edequio] uep
ISuejsul redeqioq Werepay  Were
qey addv uayednqgey] yedAe[ip | eueduaq, uenyejaduad uenaquiod | O
Nnd seuiq BUBOUI( ISENBAD
‘epaddeg qey] dddv udjednqey] yele[im snjun uesemes] ueduequaduad | q
Nnd seurq BUBOUI(Q
“epaddeg qed] dgdv uajednqgey] yelelim ueMEBI UBSEMEY ISBAIISUOY | ©
epaddeg qed addv udjednqey] yele[im BUBOUSY UeMBY UesemeY] | '
oddoig uejewreoay 1p  (redwry
njeq) ueuey [Mpqy YIPAS wesel\ Ip eAepnq 1eSeo uesemey ‘e
elepng
Je3Ed UBp WY exens uesemey | €1
BH
9¢.L" . uBlEuWERId Ynines | ueeloxiod nellyg esnqis, dueny ‘I
NnIep| UejewIeody]
uep ‘uesxeue[], UBlewWeIdY
‘oddoig uereureosy ‘ueuslue3doad
uBlEUWERIIY ‘UBased UBJEUWBIIY
‘uesesjowred UejeWEIAY ‘Ueedudled
ueneRy uep uBjeweddy] ‘Suoyed UeleWEIIY
ueuUeNLIod ‘nmeuwroped uejewedady ‘ueduere]
seuIlq UBJewWeOdy] ‘INpey Uejeureddy]
‘epaddeg ges] d9ddVv | "eH 969 ‘rewirewinjeq uejeweddy I Jre eyewr uepedwas ‘p
¥ NCdA m.v Emw.mmﬁ . ¢ Nrdd T NrdA CUESATISd eued by Iseyjo] ewre)) weisoid ON
Isuejsuy I_qung eiesag *

aporidd




901

v |€|C S|b|€|C

Y NCdA

€ Nrdd ¢ Nrdda

‘aeruelrod ueungaxiad ynjun uem3sun
seul( qe’] dgddv UB}ewWeOdy] yningas 1 uesemesy] ueduequadudd ‘I
‘aerueltod ueungoaxiad uesnjuniad
seulq qed] dddVv | eH 81¢ ueleweOdy yninpes 1q uesemes] ueduequiodudd | p
ueased
uep JeuLrewnjeqg ‘niep ‘ueeduored
‘aerueltad BH | ‘anpey ‘ueuojuedod ‘Suosed ‘oddoid BIN)N1}I0Y
seul( qe’] dgddv 9,£°8 ‘ueduete] ‘uesesolled UBJBWEOIIY | UBSBMEYN ueduequadudd | O
NddVv
‘uetuelted | ‘doid qgdv ey uenfuerasiaq
seuIq ‘e’ dddv | 90£°C1 ueltwes ['q uedued ueruelrod ueyeT] | q
NddVv
‘uetuelted | ‘doid qgdv eH uedued ueweue) ueruelrad
seulrg ‘el ddadv | €€L°1€ uayednqgey] yeAerpm ueye[ uesemes uedejuewod | e
uerueltod uesnjuniod
uesemes] ueduequadudd | 'C
uBUNgaxIdd
uep
ueueINYY uelod 13eq Uejny uesemey]
seulrg qey addv uayednqgey] yederpm uejeejuBwWod IsesiewndQ | g
nmeuwaped UBjeweddy =
niep Uejewieddy] =
3uosed uBlEWEIIY =
Jeuwrewnjeqg Uejeweddy] =
ueased UBJBWEBIIY =
Inpey UBjEWEOdY =
‘aeueINyoy ueduele] UBJEWEOIY =
uep ueseug[[, UBJEWEIIY =
ueseuIalad SITeD) UBJBWEOIY =
‘aeunqaiad uesesdowed UBJEWEIdY =
‘aeruelrod ueedualed UBJBWEI]Y =
seul( eH oddoig uejewreody = Jelsel
‘epaddeg qed agadv 8.0°'S UeUd]UEB39d UBJBWEIIY = ueiny uesemes] uedejuewod | |
C
Jjefs(ey ueiny uesemey | ‘'1°'C
ueuNgaxIad
uep
ueuEINYIY eled 1deq uejny uesemey]
seul( qey aadv uajednqgey] yele[im uejleEjuUBWO  IsesiewndQ | g
‘ueuelInyoyl
uep
‘ueunqasfiad
T NrdA SuESHEISd sued ¢ 1ISejo] euwre)) weisoid ON
Isuejsuj Ioquing eresag :

aporidd




LOT

ueIneRy uep

ueueyIad
seuIq ueduere]
‘epoddeg | ‘qed] adadv uep si[en ‘nmeuwaped UejJEWBIIY] neded ire eApipnq ueueslad ‘I
uene@y uep
ueuesIad
seurq elepipnq
‘epaddeg | ‘qed] adadv ueuesad eyesn ueduequoduad
uene@y uep Jeuwnrewinjeq uejewWeddy uep ueased
ueuesIad UBlewWeId) ‘Nmewioped UBjBWBOIY]
seulq ‘aueduete] uejeWRIIY ‘SI[enH dex3uey
‘epaddeg | ‘qed] adadv UBJewWeOdy ‘Ueeur]], uejeweddy I ueuesad eyesn ueduequoduad
ueuesLIad uesemes ueduequadudd | £'C
‘ueased
uep ueduere] ‘ueedudled ‘nmewaped
‘aesfeue]], ‘oddoid ‘anpey] | ueseuIaldd BUES() B BAepIpng
uesyeuIalad ‘reurrewnjeq ‘niep ‘ueuajuedod uaweleury uep 130[0UNI],
seuIq qed addv ‘siTen ‘uesesjowed UBIBRUWIEBIIY ueyneRd uep uesIpipuad ‘G
‘ueased
uep ueduere] ‘Ueedud[ed ‘Nmewoped
‘aesreue]], ‘oddoid ‘anpey]
uesyeuIalod ‘reurrewinleqg ‘niep ‘ueusiuedad jeurdlod Iouosy
seuIlq qed addv ‘SITen ‘UuesesjowWed UB1BUWEIIY ueedequio[ay uejenduad 't
‘ueased
uep ueduere] ‘Ueedudled ‘nmewoped
‘aesreue]], ‘oddoid ‘anpey]
uesyeuIalod ‘reurrewinleqg ‘niep ‘ueusiuedod
seuIq qed addv ‘sITen ‘uesesjowWled UBJBWEOIY | Uelesewod uedulie, uesenyiod ‘¢
IreAuad
‘ueased uesejuelaquad uep euld)
uep ueduere] ‘Ueedudled ‘nmewoped eAepipng 130[0uUsa] ‘U1
‘aesteue]], ‘oddoid ‘anpey] uesed ‘sfeural uelqrquad
ueseuIa}dd ‘reurrewinleqg ‘niep ‘ueusiuedad eyesn ueduequogduad
seuIq qed addv ‘sITen ‘uesesjowWled UBJBWEOIY |  ‘Seula], ISnpoid ueleddurusd ‘g
‘ueased uep ueduere]
‘ueeduoled ‘nmewoped ‘ueseue[],
‘oddoig ‘anpey ‘Tewrewnieq ‘niem
‘ueuoluEdad ‘SIenH ‘uesesjawed
ueseu1a}dd uBlewWROY Ip Jeqosid) uek seddun uexeulaled
seuIlq qed addv Uep [1093 Yeula} ‘Jesaq Jeula], e1juas ueduequadudd I
uexeuralad
uesemes] ueduequaduod
‘aerueltod ueresewad
seulq qe’] dddv UBIBWEOIIY Yninas 1 uedunrel ueSuequoduad ‘g
¥ INrdA € Nrdd N.v Emh.mmﬁ T EH&W CrESARIod eued by Iseyo] ewre)() werdoid ON
1suejsu] Iaquing eresag :

aporidd




801

aporidd

LI}JSNPUI Uesemey ueduequadudd | G
ISIouy
uep 3uequie], ISU210d UejeRJUBWId]
uep uee[o[a3udd Isenyeay
udjednqgey] yekeim | 9 uesemeduad ‘aenejuewod | 9
31ouy
uep 3uequie], ISU2}0d UB)EBJUBWId]
uep uee[o[a3udd duelunuag
udjednqgey] yehe[lp | NI NIjseljul ueunduequiod | p
131Uy ueq U 1310Uy uep 3uequig],
e3uequelrod ISuajod ejeq SIseg uejenquidd
seuIq qey] dddv udjednqgey] yeke[ipm | uep ueelowod ‘aeannduod | O
131Uy ueq U
eduequIelrod
se wng sedAuru uesuequelrod
ur‘epoddeg qey dddv INnpey UBjeweody] | uesemes] ueduequaduod | q
‘nmewioped UBIBWEIIY UBpP UBIsSkd
uelewWIed9ay] ‘oddoig uelBuWEeId]
‘uesieue[], UejEBWEIJY ‘ueedudled
1319U; Uueq U uel1euIBddl] ‘anpey] ue1euIBddy]
e3uequIelrdd ‘ueduere] ueleuwWedd’y] ‘duoxed wegdo[ uou
se ue1euIed9dy] ‘nrem uBjeweody] | [eloulwl Uuep uenjeq ueduequelrod
urg‘epoddeg qey] dddv ‘reuwrrewinleqg uelewreddy| IJ | uesemey] ueduequoduod | €
1319U; ueq U
eduequelrod
se eH ueduequrelsad
urg‘epoddeg qey] dddv 181 v uesemes] ueduequadued | +°C
ueseuR[], UBJBWEBIIY]
uep nmewaped ue1euIBOdy]
Ip Njred uejleES Iejued UBSBMEY uejjodeury uesnjunioduesemey | p
‘ueased
UBjewWeddy] Uep UeseUR]], UBJBUWEIIY
depuriad ‘rewrrewinleqg UejeWEIdY ‘ueduere]
seurq uB}EeuwWROIY ‘siren uB}EuwWROIY uesI ueyeoduad | O
Jewrewnjegqg
ueneRy uep uejewWeddy] uep ueduere]
ueUENLIod uBleuwRIdy ‘Ueseur]], UBjeWEddy]
seuIq ‘SITen uejewWeOdy| ‘uessed
‘epaddeg | ‘gqey qddv UBlBWEIIY ‘Nmeuwdped UBJEWRIIY nel yjndwina eAepipng ‘¢
ueneRy uep
ueuUeNLIod
seuIlq eH sIren uep
‘epaddeg | ‘gqey qddv 960°C nmewaped ‘ueseug]], UejeweIdy] weled sjeque) eAepipng ‘g
euesye[ad eueq u
Isuejsuy I_qung eiesag rseqol ewreiq) ureioid oN




601

seuI( ‘ueased UeBIBWEIIY ‘NIBm eAepng
‘epaddeg | ‘qed] addv UBJBWEIY ‘UesesolWled UBleWEIY | Bjesim LIe], eAep ueduequoduadd | q
wos{oJu]
uep u
eedunqnyiad ueosked UBjBWRIJY UBp
seul ue3ueIe] UBJBRWEIIY ‘Nmewroped were
‘epaddeg | ‘gey qdadv uBlewWEROdY ‘UeseUR[], UBJBWEIY | BlesIm 3Lie], eAep ueduequoduod | e
BlESIMIIBd UBNIUNIdJ UBSemey | 9°F
uewnnuiad eress
eped e33uel yewnl LIISNPU] =
‘ueased UBlBWEROIY Uep
Inpey] uejeweddy ‘ueduere]
uejewieosy] Ip Iedn NI J
uep nriej) uejewedd’y|
uep 3uoxed uBjBwWEIY]
‘anpey| uelewWeOdy]
‘aeuoluedod ueleureday]
‘uee3duared uejBwWEIIY]
‘oddoig ue1ewWEIdy]
‘uesesowred uelewWeddy]
‘ueduere] uejBwWEIY]
‘STren UBjRWRIIY ‘nmeuwaped
ueleweddy| ‘ueseue]],
uejeweoady] Ip Apeq  JNMI 9
‘ueased UEBJBWEIIY
uep Jewewnjeqg UBJBWEIIY]
‘STren uejRWRODY ‘nmeuwaped
uBjBWEIIY ‘uexeue]],
uejewreddy Ip  sped  AMI P
‘oddoiq uejyewreooy uep
niep, UBjewWEIdY ‘Ueseur]],
uejeweody Ip O3or NI O
‘uee3duared UBIBWEIIY]
‘nmewaped uBjBWEIIY]
‘ueduere] uBjBwWEIIY]
‘ueseue]], uelewedd|
Ip [eJoulwl wnuiw Jre A ‘9
{SI[eD UB)JBWEBIIY
Uep ‘nmewoped UBIEWEOIY] e33ue], yewny Lisnpuj
‘uesfeue]], ue1eweddy] BUBS)  BIIUSS ueduequaduod | g
Ip wnpoA  wered A e (INDII) yeduauay
depuriad (D11 uep 093 MIsnpu] ueduequaduod
seur | ‘qed dddV | BH AZI | yeSUQUOJN Uep [I09Yy LIISnpul « |3npujf BUBOUIY ueunsniAudd | v
.H Emw.mmﬁ m.v Emw.mm = N.v Em.mw . H.vEmh.mMn : CUESATISd cued by Iseyo] ewre)() wessoid ON
1Isue)jsuy I_qung eiesag *

aporidd




01T

(wrex{reqaq
‘ueelewrorad ‘1S3UNJIY ‘ISBSITEIIAIY

‘ISENIqeyay) el nuLiad
Nnd seulq qey dddv udjednqgey] yehe[Ip | Sejfeny] ueles[3Uludd BUBOUIY | O
Jesep eueteseid
uep eueies uedunre[ uejyesduruad
nd seurq qed addv uayednqey] yedeip | uep ueduequaduad BUBOUIY | q
eH nieq uewnnurad
Nnd seulq qed dgddv 1,29 udjednqgey] yede[iyy | uesemes] ueduequoduad BUBOUIY | B
UBWID[NUWId Uesemey uesnjuniad | L'g
woOoJu]
uep u
eedunqnyiad
seulq eAepng siseqioq ueejesmmrredoy]
‘epaddeg | ‘gqey q4adv udjednqey] yehe[lp | Juaayg ueered3duoleluod | 3
wo30Ju]
uep u
eedunqnyiad
seuIq
‘epoaddeg | ‘qed] addv uayednqey] yederp MLAO ueduequadudd | J
woOoJu]
uep u
eedunqnyisd
seulq elesmmIIeq
‘nd seurq uesemey] eped duelunusg
‘epaddeg | ‘gey q4adv udjednqey] yehe[lp | ININIjserju] ueunduequod | 9
wosoJuf
uep u
eedunqnyiad
seurq
‘Sepurrod (vdddry)
seulrq yeiloe  ejesmuied ueduequadudd
‘epaddeg | ‘gqey q4adv udjednqgey] yele[ip | sinpujp BUBOUIY ueunsniAuyd | p
wos]oJuf
uep u
eedunqnyiod
seurq
‘depurrad nmewoped
seulq UBjeweddy] uep ‘ueduete] uejenq
‘epaddeg uBlEuWERId) ‘Uesesjolled UEBJBWEIY | Blesim 3ue], eAep ueduequaduad | O
wos{oJuf
uep u “‘SI[ED) UBIBWEIIY ‘UB3UueIe]
eedunqnuisd uelewreddy] ‘oddoig uejewreoay]
.H Emw.mmﬁ m.v Emw.mmﬁ = N.v Emh.mmﬁ . H.VEMH.AM“ : CUESATISd eued by Iseyo] ewre)() wessoid ON
Isuejsuy I_qung eiesag *

aporidd




ITI1

rwouoyy uedurjuadoy]

epaddeg qed addv mpns ep sidojens uesemey | 1°¢
uayednqey]
sidojen s uesemey uepnnmiod
‘doid addv BINPERN
epaddeg | ‘ged dddVv uene[nday 1e33Unio], uesemey | O
‘doid addv BINPEN
epaddeg | ‘ged d4ddVv udjednqey] yele[im uenemndoy uejrjodoidy uesemey] | q
‘doid addv
epaddeg | ‘qe3] dddVv uayednqgey] yederrp BINPEJN TWOUONH Uesemey] | e
ISUIAOI{ SI39)BI}S UBSEBMEY Uepninmiog
INpe e uerepuy
‘TeuorseN uesemey] uep uene[nday] uep einpen
agadv uesemey] ue[epue uesemes] pndiu
epaddeg | ‘ged dddVv uajednqges yedAe[ipy | [euolseN SIi3ajeni§ uesemey] uepnlnmiod
SIDHLVALS NVSVMVI NVANLrNMIdd
Nnd seurq qed addVv uBlewed9dy] yninesg [ewIOJU] 10309s ueduequiadudd | p
uBeased UeJeweddy] UEp JeuLrewnjeqg
uBlEuWERIY ‘NIep UJBWIBIIY ‘Inpey
ueleweddy] ‘duosed UejBWEIY
‘ueeduoled UBjBWEIIY ‘UBUIUEII]
UBJewWEOdy ‘Nmewioped UBJBWEBOIY]
‘ueduere] uBlEWEIIY ‘SI[ED
UBlewWeOdy] ‘Ueeur]], UeleWeday]
sIsT]0d ‘oddoig uejewreoay] ‘uesesowed UBUBWOYN UBpP UBUBUBLI]
uep INL qed] agddv UBlEuWERIIY ‘Nmeuraped UBJEWBOIY ubesemey ueduequaduod | O
‘ueased uejewreddy] ‘yafey
yojuol], ued] uedueRRd jedwo],
uep Jeuwrewinjeqg uejeuwreddy] 3uejulrg
nyeg ues] ueduePed redwa],
‘ueseue]], ueleweddy] ‘IIS1S9d
ejuerg uey] uedueRRd Jedwa], IdL ueSuequadusad »
uene@y uep
ueuUeNLIod ‘ueased
seuIq UBJewWeOdy] UBp UEBUE[], UBJBWEY]
‘Sepurrad ‘rewrrewinjegq ueleueody ‘ueduele] Idd euoz ueduequoduad a
seurq uBlEUIBIIY ‘SI[EN) UBJBWEIIY] : pndiow
‘epaddeg qed] dgdv ueueiad euoz ueduequweduad | q
uajednqgey] yele[im uelepue uesemes] ueduequioduy | ‘e
(a1s1S94
uesemey) eAuure] UeMNIUNIdg
ueseMey] uespIuNIad | 8°¢
v €|C v €|C|T|S|v|€|C|T|S|¥|€|C euesyerad eueq u
¥ NCdA € Nrdd ¢ Nrdd T NrdA 1suejsuy Toquing eresag Iseyo] ewre)() wessoid ON

aporidd




41!

Jeurrewnlegq

Uejewreo9y] JIquIag yequo -
‘ueduere]
UejeweOdy] OJUON ©esag Ip
3e1o19) 3ued 3uurg 3uele], rejued -
ueased

uBjewWeOdy] ANQqidy nieg eso  Ip
sejorte} 3uek Anqidy njeqg rejued -

‘nmewoped uejeweddy 3unfue],
BSo Ip 3elo[te} Juerwinp rejued -

‘ueyeue]],

uBlewWeOd [030L, ueduere]
eSO Ip elerro) dunfuny el dy -

WEY BJeSI) 4

BlesimiIed uesemey] p

ueseue]],
UBJBeWERI9Y ‘Urased UBjeWrBII
‘rewrereuwinieyg Ue1BUWEOIY]

ueduepndiad uep Lsnpur ‘esel
‘aeduedepiad ‘L3snpuj uesemey ‘O

Jeurewnjeg

uBlewWeROdy] uep ueduele]
UB)BWEIIY ‘Ueseur]] UBJEWRIIY]
‘SITen uejewWeody ‘uessed
UBJBWEIIY ‘ImeuwIdped UBjeWRIIY]

ner yndwins uesemey

"SI[eD UBJBWEIIY IP
3unpolry eso( uep uede[od S
‘dunquioT BSa( ‘Uepued €S9 -
uep
‘nmewaped uejeweddy] Ip Jopung
‘InuIr, nmewaped ‘Ueduafeped
‘aedunle]y ‘uededed ‘unpegq esa( -
‘ueseue]],

e UBJewWeOdy] Ip JISISod Bluelq
H960°'C BS9( uep 133ul], ejuelqg esa(d - wered yequie) UBsemey] a
ueueslIad eAepipng uesemey ‘q
‘ueudluaded UBIBWERIIY
uep Inpey uejewreddy ‘duosed
UBlewWEeId| ‘NIiep Uelewreddy] uejjodoidy uesemey ‘e
Y| € |C v €|C|T|S| v €|C|T|S|¥|€|C euesyerad eueq u cowo curean weiSor o
¥ INrdA € Nrdd ¢ Nrdda T NCdA 1sueysuy Toquing eresog ISeyqo] m d N

aporidd




L4

€

c ISy €|CT|T

el

epaddeg

qe’d dddv

‘uesesowred UBJEWEIIY]

dunledjoy ueyeInoy] p
eoey njen-yoddog 3unyn wese|y -
‘ueased UBIBWEIY JBqE}0S

eso( P 1[ezoD UMRAS wesel -
‘uesexouwred

uejewreody] Junfodjoy] ueyein[oy]
Ip jedepio) (uesesowed | WE[S]
eley]) npemosnso33uoy — WeNeN -

wesfe]\ Uesemey "q

"ureueN [Npqy YoAs
wese]N ednioq oddoid ueyewreddy]

eAepng 1ede) uesemey ‘e
eAepng uep [ersog uedurjuaday]
npng 1rep si3ajens uesemey]

¢'€

Y NCdA

€ Nrdd ¢ Nrdda

T NrdA

aporidd

ruesyead
Isuejsuj

eueq
Iaqung

ueseu]], UejeuIeday] uep NMEWIPE]
uejeuweddy] Uele[es rejued Uesemey]

Qﬁuﬂogﬁﬂﬂz uesemey] 'J

nmewoped

uBlewWeOd p uedwnduad
ueyngoarad uep ueduete]
uejeweody] Ip 3Junng  3uere],
uvedwnduad ueynqeod uesemey -
uep {ueased UBlBWEBOIY

Ip  Anqiey mjeg  ueyngepad
uep ueseue][, UBejewred9y]
Ip EBluelg ueyngerd — nyrehk
mdwn3duad ueynqgejed uesemey -

ueynqgerod uesemey| ‘o

nmewaped
uelewWEROIY] Uep ‘uedueie]
uBlEuWRIdy ‘UesesjoaWled UBJBWEIY]

uejengd ejesiyy

‘uesesyowed uejewreddy sunledjoy]
esoq 1p (uesesowred | wels]
eley) nemosnso3d3uoy  wWeseN -
oddoig uejewreday 1p (redwy

njeq) ueuely (NPQVy YNIOAS wrese|y -
duosredq

UBJelWEddy UEp TNIe)\ UBJBWEOIIY]
Ip >3ouos 1deg sojuoOy EBlESIM -
ueduere]

‘siren ‘nmeuwoped ‘ueseue]],
‘ueased ‘JeuwIewWIn}eyg UBIBWEOIIY
Ip tejued Ip Inel ¥iod ereoedn -
‘uesesowred UelRWRIIY Ip

epeioq 3uek eanpejy Ip WEEWIS
uep 1deg uedeioy juoay 1Iados
eieoedn Uep UBIUISOY eAepng -

edepng ejesip 4

u
eiesog

Isexor

euwre)l) weisoird

ON




148!

NVINHVIANIITOHM

PN

‘NVSVIHANV ILvdNd

esIfeuy [IseHy : Joqung

uene[ay uep nmewaped
ueueIad UB}ewWEIy] Uep SI[er) UBjBWRBIIY] ueduns{3ur] 3unsynp edep
seurq ‘aesfeue[], UejewWIBOIY Ip BpeIaq 3uek | uep 1sdunj uedunuaday npns e
uep epaddeg qed] dgddVv | eH 9+¢ nesxeq ueinyiaq reyued uesemey] | Si3arens uesemey ueduequiaduad | €€
oddoig uejewreday 3uning
Ipue) BSI( IP IpULD ueUNIUER( BSIS yerelos ueredduruad uesemey]

‘ueduese] UB}eWeOdY JOJUON
BS9( Ip 90l /dnie], osjop wese|n -

'uesjeod e'eueq u

P NCdA € Eh.muwvoﬂomﬂ Nrda I NrdA 1suejsuy Toqung eresog 1ISejo] euwre)) weisoid

ON




Sl

rejued 1seaisol
uep ueueyuad ‘ueyngqeod uejeI3aly
sinyun Suefunuad ueunduequad 13eq
TVANYV qifem uejerefsiad uesideljausay

‘tejued uepedwos yeioep 1p eAepipnq
uelers3oy depeyioy o0 3uedk
ueuIzizod swsIUEoW UBIUBQUASUIN

jedep Sued uejerdoy smual enwoes ueduerelad
‘rejued 1seaoss[ol uep ueuesiad
‘aeynqgered uejerdoy Juelunuow Injun ueuUN3ueq
ueurpuad  njun  1sejeqip/jereds ue3duap yolog
{Iseiqe yedaduaw ynjun uejeng JInjsriis

wee Jnpnajs ueduequegduad  njun  yoog
feAuure] 1SEAIOSUOY]

1s3uny uep nelly esnqgio) 3ueni ynjun Juent yo10g

uep

‘Tejued IIST] ISIPUOY UBD JNIUa(q
depeyioy [euorsiodoid sferel ueduop Tel19)
neje weind eAurejued IISY ISIPUOY UEP
sinjuaq 3uedk nel uelday 3uelfuedas uelere(q

neje {jerep yeie 933 I33UnJa) jnef Jre suesed
U ep J9jow (snjerss) OQ1 IBIpss Sured
stexel ueduap nel uerda) 3ueluedas uerere(q

!

reyued uepedwog
uesemey]

yedwojos ueSunpurpiad uesemey] '€V

‘epe yepns sueA undueqa)
ueye] eped dunquweo neje/uep
uedesal Jnwns  ueduequadusd

‘uendsuesioq suedk uesemes] undnew
eAuueyemeq uesemes uedunpurpred
1Seq ueny ire uedeisfuad uenyroday]
ynjun Nnjuvliol yeioep njens
eped dnsno 3ued Jueni uesIOqUIIN

‘uelny Jre uesedwi] ueyeuaw werep 133un uendweuwas]
oweow 3ued undueqio) epr} eAep Ipng uejerday ynjun
sejeqio} eIedoas Juent uejeejuewad jereds ueduop yorog

‘ueesnuriad Ire eje) [orjuoduad redeqos
uep uehy are uesdesarowr 3njun 133un
uendwewoy teAundwow Jued uesemey

!

Iy
uedesoy uesemey]

eAuueyemeq uesemey ueunpuiprad ueqrroquaw Suek uesemey] ‘Zy

‘dueuamiq
3uef 3Jrexio} ISUBISUI U0 SIUQ)
BIBOJS jeloy uesemelduod yemeq IQ

‘1se19doA uedning uep uejny uesemes| sen|
Isueinduow 1suajodiaq 3ueh uejerdoy ynjun 3uerel 1
uep ‘uesemes] 3unpul] 1ssury rdueinduoll Jepn

uep ‘sejyeqial/dela) uesen] ueduap uedulllp yisew
11se sinpnpuad vewninuiad 13eq uejerday ynjun
‘urere

duejuoq yeqniow edue) wele BlESIM NjUn ya10g

‘Jne] ueesinuwiad
seje Ip I9)ow (NqLI enp) 000’ IIpas Surred
uerddunoy reAundwow 3ueA uejny uesemey]

neje {(uasiad
ynind yedwa) 9,0t 131pas Surred 3uaiof
uedurnway reAundwow 3uek uejny uesemey]

“q1g9]
neje (ewr ynind ynfni snyeirss) g, 1 ueduap
ewes eAujoqoq uelresizad [isey yerwnl suek

uelny sejisuaiul uep ‘geue) stuaf ‘Suaiof
UeSULITWAY J0)3E} ueduap Uueiny uesemey]

T

3unpury ueiny

W.—hﬂ...mw.—hm\_— uelny uesemey ‘Iv

Sunpury uesemey 'y

ueduerdldy]

ue)ersoy wnui() uenjusaldyf

ISEUOZ uUeInjeidd WNui() Uenjualayf

1sduysaq

udjyednqeyy
yedlerim
Sueny ejod
ueyIesepiag euo?Z

INVADOAUd ISVAIANI

TIHIV.L
¢10¢ 'IIddVv 0T - TVODNVL
¢10C NNHV.L 9T - JONON
A NVIIdINV'T

NVSVIHNVd NHLVANIV3I HVIdHVA NVINLVIHC -




911

ueenuiad uesedwn dundweuaw Njun eBIBITUIWS

uedunduwre; undueqip ‘esnqie} nefliy euoz eped

‘eAuurzi

uesnferp 3ued undueqiol eAep 1pnq uejerdoy denes

depeyiay Aorod ¢ ejEp o019z disurd uesidersuawn
“epe yepns 3uek undueqial

ueye] eped uedesal Jnwns UeMeIpoAUOW -
uep ‘uelny Jre uesedw] ueyeuaw uwelep 133un

uvendwewoy pquow 3Jued undueqia} epn -

:IN3{119q redeqas ISBUOZ WNWn

Uenjuouay unsnsip ‘Jre uedesal UeSBMEY Njun

‘1sejodoa uedniny uep el03 UeINY UBSBMEY]

sen] 1dueinduaw Isuajodioq Juek uejerday Juere[owl

Sgnd nelty esingae) 3uens uesemes]

weuejp
efeduos SFued undnew yerwee BIBOJIS
ynqunj 3uek xreq ‘ueweue)} ynquni yedud)
“exnq1a) jepsiog yiqol eAuueeundduad Suelk
‘sjodwoleduowr neje/uep Jnrel/3ueluewowr

nelTy exqnqio],

‘uerewsouad | sen] 1dueinduawl Isuajodioq Jued uejerday Juereoul BoIE  yerepe nelly exnqia)  3ueny dueny uesemey]
depeyia) ire ejew
Jpoquns 1dunpurew Injun JIre ejew
dex3ueuad ueundueq unIuUBqUON “ITe ejew LIep JojoW (snjel enp)
‘uesemey] 1sgunj ueuninuad 002 fipas 3durred exel ueduop yYeleim
uesqeqaluawl 3epn uep Jepwe qilem “Ire eyew depeyrs) uerewaduad uep {Ire eyeuw 1ssunj uesueyelrodwowr
:uejerefsiod ueSuop uesyoroqtadip | Uesnquuuowr jedep Sued uejerdsy] ueSuere[sd ynjun jeejuBW reAundwow Iy B1eiN
are Joquns uejeRjUBWO] uep ‘nefly exngia) 3uent ynjun 3uent Uejeejuewod Suel Jre ejew JUIIEMES P UeBlRIR( Jels[as uesemey|

‘uejnfue[asiaq eIeOIS Ik Joquuns
uejeejuewad 1OUNY Ipefuowr  3uek
yeue)} Jre Isiduow weep 1833un 3uek
are uedeioduad jes3un edeluow snjun
resuns uepedwos 1SBIO39A BIBYI[QWIN

‘Njuolio) ueirerad B10IQ UBIEWON
uexieqryeduow jedep 3ued Jare nyns
ueresduruad yedoouow njun reduns
uepedwos Ip eueleseld un3ueqUN

‘yeue) oy Jeduow
3ue£ ire awnjoa neje uelny ueire snie
jequrey3uawl njun reduns UeBIBIUA(Q

reduns uepedwos uesemes syesniow 1suajodioq uek

reduns 1da) 1Iep 1930wt
(ynmd ewry) g jnpas 3uled 1eqa] ue3dudp
uvewpnnuiad uesemes Jen] Ip [n33uelioq
stepn reduns xeue uerda) 3ueluedas uejereq

uep ‘reduns 1da) Iep 19w
(smyesas) Q01 IfIpes Sured Ieqo] ueduap
uvewninuwiad uesemes Jen] I1p [n33uelioq

Ip rwere 1sejodoa  uesSuequeSUSy | [P UBIEISON UeNNNE[PUW uUep unsuequiowr Juele[iq sepn Iesoq reduns uerdo) Sueluedss uejereq
nely inrel redeqos uoyod weueuaw uesyajoqradiq ‘ren| yepeges (nddue) nyes| Lep gunquo uep
‘reduns uepedwos ‘reduns I9jow (ewl) ¢ IIpes Sumed Jeqo] ue3duap resung uepedwog
ueye] ueeund3duad uesiqniausyy | uerdsl Sueluedss 1p uerel unduequow uesya10qIadi( n33uelraq reduns uelda) Jueluedas uelereq uesemey]
‘uesemes] B31191S2 Uep ‘ST30[03[3 TE[IU UBUNINUIW
udjyednqeyy
ueduerdldy] ue)ersoy] wnui() uenjusldyf sdugseq qederim
Sueny efod

ISBUOZ uUeiInjeliod wnui() uenjuasljayf

uejlesepioag euoz




LTI1

‘eAuure] ueiny ueuewedy uen3d3ues BlIas ueiny
ueeyesnduad uejerdoy uerepuaduad uep uenejuewod
510310d uewreue) n3duedduaw yepn ueduap sruafos
eAepipng neje res 3uedwn)} uejerdoy ueduequoduad
ueduop Isynpoid ueny uesemes ueeoeduad
‘1sestoqal uejyedaoiad

uesn3e[lp snrey e33uryas yYepual IJued ueweuR)
uexe3o} uejedeioy jesdun; edAuepe uesnlfunuow
eleAuioy epe 3dued 1synpoid ueny edeidqoq

"G/ 1 < IseatosuosIp yedep
Suef 1synpoid uelny uep G/.I1-GZI Seleqal
issyinpoad  ueny ‘gzl > deid} 1synpoad
ueny nndiowr  103s yYerwnl ueduap
ueny sejisuojul uep ‘yeue} sruaf “3uaigf
Ue3ULITWOY JOI¥E] IMI[Iow Juek uUeSBMEY

IS3npoad
ueIny uesemey ‘19

efepipng uesemey] ‘g

Sfesniowl JejIsiaq

1Seso[a.l "eAuure] 3unuad WNUWN SEJI[ISE] Suek ne| snre uep ne[ Suequioed ueyenoy
ueduop uesyele Ip eUBOUSq Uuemel | Uep urwpnuiiad uejerdss] 1Seq Suent Juere[iqg yoro uesiduod T1weeduow 3Jued Tejued rejued
uesemey| 1p epeloq Sued UBWIDNNULIS] ‘nefly exngio) Sueni NIuUN UBIEBJUBWIP Ya[og uesemey yeepe rejued Iseiqe UBSBMEY] ISeIqy uesemey]
ISEsOo[aI “eAuure] unjuad wNwn SE}ISE] Jrfueq
ueduop uesyeIe Ip eUBOUSQ Uemel | Uep urwnnuirad uejerdss] 1deq Suent 3Juere[ig rwereduow  133un  1susjodioq neye  JuLiss 1fueg

uesemey Ip epeloq 3UBA UBWINNUWLId]

‘nelly exnqgio) Suens snjun uesjeejuewWIp ya1og

3uef uesemes yelepe Illueq uemel uesemey]

ueMEY UBSEMEY]

we[y eueduadqg uemey] uesemey] 'Oy

ueyipipuad uep uenipuad ueoE3udd

(wenyejaduad nuwy ueduequaduad uep

ueniEuad ‘ejemm redeqos) uesemes] 1suajod ueoRe3uUdd
uesemey] snjels ueynsnduad

eyesmrred undnew ‘yexeredsews

uvewnnuiad redeqos req ‘uesjeejuewlp 3uek eAepnq
Je3e0 JEIRS Ip ueduny3dul ‘uejeejuewod BUOZ
Isunpurp 3ued uenyejoduad

nwijor uep eAepnq Jeded uedunz3ul]/ueundueq
uexedniow ‘urt uedunpurpzod BUOZ
: se[af eIeO9S

ueduede] sejeq uedejouod/euoz snjels uerdequidd
snirs Jeny Ip

BpeIaq Ssnrey ejesim oAqo uedipelip Sued snjis-sniis
uesemes] eped uesduequadlp 3uek eueseseild eueieg
uesemes] 1s3uny yie eAuepe uesya[oqradip yepri],

seysy 3ueA 1301093 uesnjuoq undnew

133un re[iuiaq 3ueA eisnuew

eAepnq [isey ueundueq Ise3o] uexedniow
3uef uesemes] yerepe uenyejasduod nuwi|

!

uenyeladuad
nwiy] uep eAepng
1ede) uesemey|

eAepng reSe) uep we[y UeLIE}SI[dd ‘We[y ejens uesemey] 'SV

“efe1 uerel 1p uelny uesedw uedundwe) redeqas
uedesas Jnwins uep sotod edid ueinfes uesyequelrp
jedep uep uerel uepow uewel 9 nMhusw
Jo1ul walsIs undueqrp ‘uerep ueIpaA nellH euoz eped

uep {jesoplo)} aseureip
ueinyes a9 emeqip 3uns3due] uese 3ued 1pelioy] 3uelk

ueduerdldy]

ue)ersoy] wnui() uenjusldyf

ISBUOZ uUeiInjeliod wnui() uenjuasljayf

1sduissaq

udjyednqeyy
yederrm
Sueny efod
ueyiesepiag eUOZ




811

Suef uexeutalad 130[0UxQ} ueSUeqWAsuUad /ueniouad
uejerdo snjun ueye[ uejeEBJUBWd]

‘uested ueerpaduad uep ueserquad
‘ueereyrowad UeleI3oy INjUn UBYR] UBjEBJUBWS]

udjednqges] yeleim
Ip epe 3Juedl ueyeuidlod sejIpowol]
uesJeseplaq OUUIP Juek UeSeMmeY]

uesuns3ur|

sejiensy depeyso; uep ueungaxiad sejansnpoad
depeyioy Jedau sredurepiaq Suelk eAuure|
ueleI3a3-uelerday ynjun ueyel uejeejuewad SueIelON
SI30703

ueduequiasoy depeyio) jnedou sedwepioq 3Juedk
1sdunj-1sdunj njun ueye] uejeejuewad JueIBON

uajednqges] yeleim
Ip epe Jued ueungoaxiad sejrpowioy

uesiresepiaq oulMrp  3ued  uesemey -

“eAusejuond
pnsrduowr  ue3dudp ‘exnynypazoy  uep  3ULIOY
ueye] ueruejyrod ueye] 1s3uny yre uexyoroqradiq

‘uerueltad uejrerday dunsinpuad euereseid
uep eueles / sejqise] Uuep ‘ewein eueieseid
uedurel walsis ueunduequed njun  uesullliqg

(un3ueqia) uesemey)
ueruelrod uou eAepipnqg ueyel peluow ueinfueosiaq
uedued uerueirod ueyel 1s3uny yie sniun 3ueie[q

BIN)[NJI0Y Uep ‘3UrIay ueyel ueruelrad
‘geseq ueye[ ueruellod uejlerdoy njun

Sueni uejeejuewod 1sesore JnjeSusiy

ueruelIsd
uesemey ‘¢q

‘Jqetoep yejunowad

Jo[o uejny esap jeseredsewr ueeurquad uejesduruod
uep {uejeseredAsewas] ueiny ueduequoduad mrew
ueny Jeses jexeredsewr 1sedispnied uejyesduruad
SreAueq yiqo 3uek elioy

uejedwosay uUeLOqWAW Uep I83Un} YIQY[ IWOUOd
re[lu  Dwew e33uryas ueiny J[isey ueyeroduad

% 0S LIep YIQqa[ BAUUIE] UBWEUE])
uep uendes-ndes ueweue; nle; uedninuad
‘ey Gg‘0 wnuwiur Ssenj Uenjualey ueduap
ueiny uesemes] Jen| Ip eAuure] ey undnew
S ey I1ueqaqip SueA yeue} sejeIp
ynqumnj 3ued ueiny yelepe jedser uelny

refsrey
uejny uesemey ‘gg

‘ueiny uejeejuewad eped siseqiaq
3duel wele elesm 32Aqo ueduequwduad ueduop
ueduns3ulr] uep uejny sejens uejesduruad eyesn

uep ‘ueny [1sey uejeejuewad uejerdoy]

Suefunuow ynjun eAuey isejeqip ueundueq uelpuad
asynpoad 1s3uny sinjun ues[yeierp jyepn ejos ueinyg
BUAJIEY ‘BIOY UBINY INjudquowl Injun ueejosrad
uesemes] Ip epe 3ued uelny uesemes] ueduequagduad
‘urere ueduequiresay Junsnpuawl 3uek

ueweue) I1sejol uep I3 3ueqd) ‘yird Sueqol WOISIS
ueduequaduad mreew siSojode I1s3uny uejesduruad

‘ge3ad uep yenq ntadas ‘nhes| uou
[ISey [Iquelp jnjun uesyundunuwow e33uryas ueiny
stual uewreueuad 1sedyIsIoAlp uep ueduequeaduad

ueduerdldy]

ue)ersoy] wnui() uenjusldyf

ISBUOZ uUeiInjeliod wnui() uenjuasljayf

1sduissaq

udjyednqeyy
yederrm
Sueny efod
ueyiesepiag eUOZ




611

uejeejuewod niun uedyeIep ‘LIISNPUl  UBSBMEY]
Anysnpur
uejerdoy pelusw jrsinpoid ueyel 1s3uny yije SUueIe[ON

LIISnpur uejerday jjnjun
uesjeejuewtp jedep 3ued yedem edniog

LIIsSnpuj
uesemey ‘g

"TSE}TRYDIIP

qifem ueduequejrod sesxaq uesSBMEY
TVAINV reAunduwowr

uesqrfemip  uedueqejrod

uejerdoy]

rersos sfedwrep ues[nquIIUoW ePn}

Jjeredls ueduop uedyoroqip ueduequelrad uejerdoy]
‘Sunpury ‘1s3unj yesniowl Jepn

Jjeredls ue3uop ueNydoqIip ueduequelrad uejerdoy

ueinfue[asioq ereods ueduequelrod
uejerdoy uejesnwead INjun  uUeNjBRJUBWIP
jedep Suelk ygeleim uesednioy

ueduequelrad
uesemey ‘cqg

(eAudunsinp
eAep) 1wrels9l 1suajod IYIge[ewr  epn  ueuesnad
eAep Joquns uejeejuewad jereds ueduop ueduIlliq

‘nelly syynqes uesemey]

neje/uep uneliyduad uesemes njun uesyaroqradiq
‘gepual uejepedas ueduap ueleou

neje/uep 1uejad uvewnwiad Jnjun uesyoroqradi(

ueuesLIad [1sey ueyeoduad 1L13snpur
uep ‘eAep 1ipnq ‘vedexdueuad uejersoy
sinyun uesfjeejuewip yedep Suek yele[ipm

ueuesLIod
uesemey ‘g

sele] 3ued uenuedduad ueduop eAuyeue) uessedoowa
BIPOSIaQq ‘INQasio) Uesemes Ip Jeuld) ueseyesnduowr
jeruleq Sued mnjuelidl  eyrd epe el jereds
ueduap uesueyelradip dejs) jedep enwos Ue)eISOY
‘Tur uesemey Ip ueseulsled eyesn UeNNERW Njun
jeru pIIuow epry yeuel esenduad/wad enqedy
‘uejeredsiad Iynuowow

3uef yedwol o3 eAuueyepurwod ueseyesnIp ‘Njuolidl
sfeutal stual 18eq 1SEIO] JeJedAs IUnuowow epn
uep uedeuidjad uesemes Jen] Ip ueseurslad eyes
Suaqed 1synpoad euid)

ueuesews smuaf yooradwowr njun neje euereserd
gepnuwuiodwow snjun ejoy jesnd mep wy ¢ YIqol
3ueins] eyesn yeioep erel ‘se3dun uesieuralad sniun
"Jeulo) ueueseW

uewreue]} neje ndwni 3ueped 1sexo] wep ynel sepn
el19s uerueltad jnsnpold ueye] [eale ueeundsduow
sepn} Jesoq uemay ueseulslaod ueduequaduad 1sexdo]
edel19]

ueseutolod ueSuequeduod  eyesn ueudns3ueoy
Jede (uedued ueuwreue} yequi ueyejoduad uep 3jeuls)
UeUEBsBW UBWEUEB} ISENJISIOAIP) BUId} UBUBYEBW
uewreue} smuaf uedueqweduad npad JIesaq uemay
ueseulalad 13eq ueUEEW UBYNINGI JOSBWOW NJUN)
‘uoueurIad BIB9S EUuId)] [Isey uep uexed ueyejoduad

jsnpur  uejerdoy  njun  ueye]  UejeRjUBWR]
‘ueduns3ul] yesniowl Jyepr

ueduerdldy]

ue)ersoy] wnui() uenjusldyf

ISBUOZ uUeiInjeliod wnui() uenjuasljayf

1sduissaq

udjyednqeyy
yederrm
Sueny efod
ueyiesepiag eUOZ




0cCI

‘uerel uesemeduad
suenu UBNjud}ay
Iynuowow JueA [BUOISBU
uerel 1s1s 1p ueundueq
uepedwos sured uedejouad °q

‘ueyngqerad
uesemes] ueduequaduad uep Teuolserado ynjun Juent
ueyningoy uesneytodwow sniey uedueirdqoiuad uep
ueyngerod Ie1nias Ip uep welep Ip 3uen uejeejuewioq

‘uedueroqaiuad uep uerederod inre ueepeiaqoy eped
stedurepiaq 3ued uearerad uejeejuewod ueselEqUI]
‘uerel ueduequaduad

sinpun - uep uerel 1sis  Suelfuedes 1p Junpuy
1Isdunjieq Jued ueye] 1sSuny yre uesysroqradig
133un e33ury yeduaual Se}Isualul

jesiduny  ueduop Juent uejeejuewad UesE)jRqUIJ

‘aeynqerad yeioep Jejrs[os uep
‘uerel 1s1s 3ueluedas 1p Suens uejeejuewad

Iselrodsuern)
rvueIeseid

TeIBS 10

uajednqgey] Ip yede[i)\ @ [eUOISEN eueieseld

WId)SIS IB}IYoS uesemey]

‘uewnnurod uesemes] 1p Sunsnpuad
sejise] smual uep sen Jewisyew

"UexnjualIp
duef gsob ‘g1 ‘aad ‘uerdduney ‘ueundueq dojdure
ueinje pnyduow uedudp unduequewl uedydoqradiq
05 0T HILY ueserpoiuaw qifem uedueiosad

ued °9%0¢ HILY ueserpoduow qifem ueejosradip
(e3sems unSueqip Sued) vuewnnwiad uUesemEY]
"eUBOUQ( UBMEI UBSEBMEY Ip Unduequiowl SUBIB[OIN
‘uewnurad

uejerday ueduap rensas epn Juek ([eordal ereys)
uejerday ueduequaduad /ueunduequiod Suerelo|N
‘uewnnurad 1s3uny [Sueinduaw Jepn

1s1odoid ueduop ‘stuafos Sued ure[-urel uep ‘Isueinse
sjueq ‘ueoxojrad  ‘yesed  ‘sewsaysnd  ‘Nrurpiod
‘eyeloyas ‘uenwolrad Sunpod ‘030) Yyewnl ‘Sejrise;

“eueouaq
uemel uelnq uesemey Ip epe Jued ueruny
ueduns3dur] neje 1eddun jedwol

UewWNULI]

seleq jrepuels uesBuequiodi(] | undueqrp uesysoqiedip uewnuiiead uesemes I snyun uespniuniadip Suek uesemey] uesemey ‘gg
‘uesemey| IS3uny uesueyelrodwow ue3uap ‘Sunpuif
uesemes] Ip elesim ueduequeduad uesysroqradig
‘SurouBwWOW UBP WESS ‘UBSeMEY]
ueeojeduad ‘uesemeduad uep ueedeluad ‘uenejuewad
‘ueyewreduad ‘1seaisjal uep edeiyeo ‘ueduoouead BlesIMmLIB]
neje uedunfuny uejerdoy uesysjoqradwo elesim yLIe) eAep ueduap 3a[qo ITWaN uesemey ‘.9
duelunuad /3unsinpuad sejiise] ‘s3snpoad
sosoxd jedwal ‘isynpoid uejerdoy ‘[e33un  yewna
udjyednqeyy
uedueralayl ue)ersoy] wnui() uenjusldyf sdugseq qederim
Sueny efod

ISBUOZ uUeiInjeliod wnui() uenjuasljayf

uejlesepioag euoz




ICI

NVINHVIINTITOHM

PN

‘NVSVIANV LLVdNd

esIfeuy [IseH : Joqung

“eAurelnias I1p
uesemes] SEJIAINE UBJEWE[9Sa3 Uep UeUBWEd adse
uexdunjiyiedwowr ue3uad( -ewes-ewesloq BIBJIS
ueeundip epn 3dued Qg ueurpuad ueselequiod

ISesTunuosae} Jeouewad
uejedwouad Injun  3Jueni ueleejuewad

ISEXTUNUWO[9)
euereseid
Ielrsfes "$O

‘ueduepun-guepuniad
ueinjerod uenjuolaex ue3duap TENsas Istwsuery Jnyel
dueluedas 1p seqoq 3ueni uejeejuewad uUesBIEqUI]

‘urey
uejerdoy rep uewe elel uesneytlodwowl snIey MLIISI]

JLI13SI] e3eU9]
Suequwad snjun uep A31ous euereseird

1319u9 euereseld

In{3uequad 1ejr{as Ip 3uens uejeejuewad uesejequdd uedunre[ Jejes Ip 3uenl UejeBjUBWR] Ies[as ‘€D
‘uedun3ul] 1Issuny sejreny
uesuninuow Jued 3Jueni uejeejuewad uUeseljEqUII]
uep {Wwee BuBOU(Q
uemel uesemey Iedeqos ueddeloyp yepEl 3Juedk
uesemes] Jejios Ip 3uent uejeejuewad uesejequidd
‘wnuwn uejewe[osay]
ueseleyequiowr 3ued 3uena uejeejuewad ueduereed
‘wrere Suejuaq yeqnduow edue) uenipuad
uep uedprpuad uejleI3ay njun Suent UejeRJUBWIJ
uep ‘uesemes] 3unpul] 1Issunj uep are eAep
ueduns{3ul] uerrelsaey edeluow deja) ueduop reduns Joquins euereseid
ygeAe[im Jelos Ip uesemey eped 3ueni uejeejuewiod Jeis|as ‘g
uedueralayl ue)ersoy] wnui() uenjusldyf sdugseq GNWM.HMMM
Sueny efod

ISBUOZ uUeiInjeliod wnui() uenjuasljayf

uejlesepioag euoz




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain
dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga
diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna
dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang
dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung
dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang
sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang
yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada
subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem
wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang
menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri
utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan
ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.
Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun
masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah,
harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak
boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada
sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan,
keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan
penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang



memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan
penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur
demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah, serta tidak
menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan
pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang
yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang
terjadi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,maka diperlukan Rencana
Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pamekasan.

RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 sampai dengan 2030,
disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang. Secara subtansi mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, sedangkan secara mekanisme
telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
11/KPTS/M/20009.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan
ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan
datang.



Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah merupakan arah
tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan
ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah daerah merupakan penjabaran
kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-
langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran
sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana
wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasi
wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten
yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi
dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem
jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu
bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana
tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan
wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan
dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah
kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana
struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Povinsi yang
terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka
tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-



pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan
oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan
transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana
struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah
provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah
kabupaten sekitar yang berbatasan.

Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai:

1. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten
yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten;
dan

2. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang
keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan
yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat
kegiatan/perkotaan yang ada.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15

Sistem pedesaan adalah sistem pengaturan ruang pelayanan pada
wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Pasal 16

Pengembangan kawasan agropolitan RUPANANDUR akan menjadi
sektor andalan pembangunan daerah hingga 20 tahun mendatang.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan
sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang
menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang

membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi
fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Ayat (1)

Penetapan Wilayah Sungai (WS)
disesuaikan dengan Permen PU 11A/2006 Tentang Kreteria
dan Penetapan Wilayah Sungai.

sesuai

dengan

Kepulauan Madura

Keputusan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Jaringan irigasi
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi
lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi.

Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya
memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana



Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola
ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional
dan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang terkait dnegan
wilayah Kabupaten yang bersangkutan

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:
1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten

2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah
kabupaten

3. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi
dan lingkungan; dan

4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34

Penetapan Cagar Budaya Makam Syekh Abdul Manan sesuai
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 02 Tahun
2006.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36

Penentuan Karst didasarkan pada zonasi kawasan karst Madura,
Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2004

Pasal 37

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang
berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih
dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam
kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan
industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di
kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan
pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan



sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan
mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya
memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi
dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan
budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kawasan Andalan sesuai dengan RTRW Nasional No 26 Tahun
2008.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 47

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:



1. Tata ruang di wilayah sekitarnya

2. Kegiatan

lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang

lainnya; dan

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Peraturan

zonasi merupakan ketentuan yang mengatur

pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun
untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata

ruang.

Penyusunan

ketentuan umum peraturan zonasi disusun

berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-
kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat
berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan,
dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60



Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan yang terkait
dengan ijin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan
pemanfaatan ruang. [jin dimaksud adalah ijin lokasi/fungsi ruang,
amplop ruang, dan kualitas ruang.

Pasal 72

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk
perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi,
sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan
diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam
skala besar \ kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang
yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara
bersamaan.

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling
berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang
penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada



daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam
hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai

imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan

untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang

melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena
pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih

tinggi.
Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87
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Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.
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